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Abstrak

Perjalanan politik modern memperlihatkan pergeseran penting dari kompetisi yang terutama ditata oleh
ideologi, program, dan identitas kolektif menuju kompetisi yang semakin dipengaruhi pertukaran material,
akses jabatan, patronase, pembiayaan elektoral, dan negosiasi pragmatis. Artikel ini menganalisis
transformasi tersebut dalam konteks demokrasi Indonesia. Politik ideologi dipahami sebagai politik yang
menempatkan pandangan tentang negara, masyarakat, ekonomi, agama, keadilan, dan arah pembangunan
sebagai dasar pembentukan identitas partai serta pilihan warga. Politik transaksi dipahami sebagai politik
yang mengutamakan pertukaran sumber daya untuk memperoleh dukungan, jabatan, kebijakan,
perlindungan, atau akses terhadap kekuasaan. Pergeseran tersebut tidak bersifat total: ideologi tidak
sepenuhnya hilang, dan transaksi tidak selalu ilegal. Koalisi, kompromi, dan pertukaran dukungan
merupakan bagian normal demokrasi. Masalah muncul ketika pertukaran jangka pendek menggantikan
representasi programatik, biaya politik menciptakan ketergantungan pada pemodal, jabatan publik
diperlakukan sebagai sumber rente, politik uang mengurangi otonomi pemilih, dan koalisi tanpa batas
melemahkan oposisi. Artikel membahas akar historis, sistem kepartaian, pemilu berbiaya tinggi,
personalisasi, oligarki, desentralisasi, media sosial, politik identitas, klientelisme, patronase, kartelisasi
partai, dan hubungan antara partai dengan negara. Temuan literatur menunjukkan bahwa ideologi Indonesia
tidak sepenuhnya absent; pembelahan nasionalis-sekuler dan politik Islam tetap memengaruhi preferensi,
tetapi bekerja berdampingan dengan jaringan klientelistik dan kepentingan patronase. Karena itu, dikotomi
ideologi versus transaksi perlu dipahami sebagai spektrum. Artikel mengusulkan agenda reformasi yang
meliputi demokratisasi internal partai, pembiayaan politik yang transparan, penguatan kaderisasi,
kampanye berbasis program, penegakan terhadap politik uang, reformasi sistem pemilu, oposisi yang
efektif, pendidikan politik, serta penguatan masyarakat sipil. Tujuan akhirnya bukan mengembalikan politik
pada dogmatisme ideologis, melainkan membangun politik programatik yang mempunyai prinsip, dapat
berkompromi secara terbuka, dan tetap bertanggung jawab kepada warga.

Kata Kunci

politik ideologi; politik transaksi; klientelisme; patronase; politik uang; kartelisasi partai; oligarki;
demokrasi; representasi programatik; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Politik ideologi dan politik transaksi bukan dua dunia yang sepenuhnya terpisah. Partai dapat memiliki
identitas ideologis sekaligus menggunakan jaringan patronase. Pemilih dapat memilih berdasarkan nilai
agama atau nasionalisme, tetapi pada saat yang sama menerima bantuan personal. Analisis yang baik
melihat keduanya sebagai mekanisme yang dapat saling mendukung, bersaing, atau menutupi.

Sejarah politik Indonesia pernah ditandai pembelahan ideologis yang kuat: nasionalisme, Islam, sosialisme,
komunisme, dan berbagai arus keagamaan. Orde Baru menekan konflik ideologis, menyederhanakan partai,
dan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Reformasi membuka kompetisi, tetapi liberalisasi
berlangsung bersama warisan patronase, birokrasi, kekayaan, dan jaringan lokal.
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Sistem pemilu yang berpusat pada kandidat, kompetisi internal antarkandidat satu partai, wilayah luas, dan
kebutuhan mobilisasi mendorong biaya tinggi. Ketika pendanaan anggota dan publik lemah, kandidat
bergantung pada sumber pribadi, donor, pengusaha, atau broker. Hubungan pembiayaan tersebut dapat
berlanjut setelah pemilu dalam bentuk akses, proyek, izin, jabatan, dan kebijakan.

Politik uang merupakan bentuk transaksi yang paling terlihat, tetapi politik transaksi lebih luas. Ia
mencakup pertukaran jabatan dalam koalisi, patronase birokrasi, pork barrel, distribusi bantuan yang
dipolitisasi, kontrak publik, dukungan elite lokal, serta perlindungan hukum atau bisnis. Sebagian praktik
legal secara formal tetapi dapat mengikis etika representasi.

Koalisi besar dapat menciptakan stabilitas, tetapi bila hampir semua partai masuk pemerintahan, fungsi
oposisi melemah. Literatur tentang kartelisasi partai di Indonesia menunjukkan bahwa pembagian
kekuasaan lintas partai dapat mengurangi kompetisi programatik dan membentuk insentif bersama untuk
mengakses sumber negara. Namun koalisi tidak boleh otomatis dianggap kartel; penilaian harus melihat
transparansi, program, akuntabilitas, dan keberadaan kontrol.

Politik identitas tidak identik dengan politik ideologi. Identitas dapat menjadi bagian pandangan normatif
yang sah, tetapi juga dapat dipakai secara instrumental sebagai alat mobilisasi tanpa program substantif.
Media sosial mempercepat personalisasi, emosi, dan narasi singkat, sehingga perbedaan simbolik dapat
menjadi tajam sementara perbedaan kebijakan tetap kabur.

Reformasi harus mengurangi ketergantungan pada transaksi melalui institusi. Partai membutuhkan
pendanaan yang legal dan transparan, anggota aktif, kaderisasi, mekanisme nominasi demokratis, platform
yang terukur, serta audit. Pemilih membutuhkan informasi program, perlindungan sosial yang tidak
partisan, dan kepastian hukum. Penegakan politik uang harus menyasar jaringan, bukan hanya penerima
kecil.

Tujuan normatifnya bukan politik tanpa kompromi. Demokrasi memerlukan negosiasi. Politik transaksi
menjadi merusak ketika objek pertukaran adalah suara, jabatan, kontrak, impunitas, atau kebijakan yang
disembunyikan dari publik. Politik programatik mengizinkan kompromi, tetapi alasan, manfaat, dan
tanggung jawabnya dapat diperiksa.
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Bahasa politik bergerak dari gagasan besar menuju pencitraan, elektabilitas, dan negosiasi. Dalam konteks

1.

pendahuluan: pergeseran bahasa dan praktik politik, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-
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hati. Ideologi bukan sekadar slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui
identitas, organisasi, program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat
bersifat langsung atau tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat
kritik politik mudah berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Perubahan tersebut tidak berarti ideologi hilang seluruhnya. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Transaksi dapat bersifat legal, informal, atau ilegal. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan
sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi
karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih.
Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu
kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Masalah utama adalah dominasi kepentingan jangka pendek. Insentif institusional sangat menentukan.
Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi
strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi
insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Analisis harus menghubungkan institusi, biaya, budaya, dan aktor. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

2. Apa yang Dimaksud dengan Ideologi Politik?

Ideologi adalah kerangka gagasan tentang masyarakat dan kekuasaan. Dalam konteks 2. apa yang dimaksud
dengan ideologi politik?, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Ideologi memberi identitas, tujuan, dan kriteria kebijakan. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.
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Ideologi dapat membebaskan atau menjadi dogmatis. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan
sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi
karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih.
Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu
kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Partai programatik menerjemahkan nilai menjadi platform. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem
pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi
aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif
akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Kompetisi ideologis memerlukan diferensiasi yang dapat dipahami. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

3. Apa yang Dimaksud dengan Politik Transaksi?

Politik transaksi menukar sumber daya untuk dukungan atau akses. Dalam konteks 3. apa yang dimaksud
dengan politik transaksi?, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Objek pertukaran dapat berupa uang, barang, jabatan, proyek, dan perlindungan. Demokrasi selalu
mengandung negosiasi. Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan
pemerintah mengalokasikan anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan
mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat
privat, akses rente, atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi
pembenaran.

Tidak semua transaksi politik tidak sah. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan sistem
multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi karenanya
tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih. Bila semua
partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu kehilangan
hubungan dengan pemerintahan.

Kerahasiaan dan kepentingan privat menjadi pembeda penting. Insentif institusional sangat menentukan.
Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi
strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi
insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.
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Transaksionalisme menggeser akuntabilitas dari publik ke pemberi sumber daya. Dimensi kekuasaan perlu
menjadi pusat analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik
media, broker lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki
suara, tetapi kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

Dimensi Politik Programatik Politik Transaksional

Dasar dukungan Nilai, program, kinerja Manfaat personal, akses,
patronase

Organisasi Anggota dan kader Broker, donor, figur

Waktu Jangka menengah-panjang Jangka pendek

Akuntabilitas Publik dan manifesto Pemberi dana atau patron

Kebijakan Universal dan terukur Selektif serta kontingen

4. Spektrum Ideologi, Pragmatisme, dan Transaksionalisme

Pragmatisme merupakan kemampuan menyesuaikan sarana tanpa meninggalkan tujuan. Dalam konteks 4.
spektrum ideologi, pragmatisme, dan transaksionalisme, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara
hati-hati. Ideologi bukan sekadar slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja
melalui identitas, organisasi, program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang
dapat bersifat langsung atau tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep
membuat kritik politik mudah berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Kompromi diperlukan dalam demokrasi majemuk. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Transaksionalisme terjadi ketika tujuan publik menjadi sekunder. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Spektrum membantu menghindari penilaian hitam-putih. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem
pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi
aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif
akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.
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Transparansi dan program membedakan kompromi sehat dari jual-beli kekuasaan. Dimensi kekuasaan perlu
menjadi pusat analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik
media, broker lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki
suara, tetapi kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

Dimensi Politik Programatik Politik Transaksional

Dasar dukungan Nilai, program, kinerja Manfaat personal, akses,
patronase

Organisasi Anggota dan kader Broker, donor, figur

Waktu Jangka menengah-panjang Jangka pendek

Akuntabilitas Publik dan manifesto Pemberi dana atau patron

Kebijakan Universal dan terukur Selektif serta kontingen

5. Sejarah Ideologi dalam Politik Indonesia

Politik awal Indonesia ditata pembelahan nasionalisme, Islam, sosialisme, dan komunisme. Dalam konteks
5. sejarah ideologi dalam politik indonesia, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati.
Ideologi bukan sekadar slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui
identitas, organisasi, program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat
bersifat langsung atau tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat
kritik politik mudah berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Partai berhubungan dengan organisasi sosial dan aliran. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Pemilu 1955 menunjukkan kompetisi ideologis yang kuat. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Konflik ideologis juga menghasilkan fragmentasi dan instabilitas. Insentif institusional sangat menentukan.
Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi
strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi
insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Halaman 9



Dari Politik Ideologi menuju Politik Transaksi
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Warisan sejarah tetap memengaruhi identitas partai. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak
semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan
organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan
memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber
daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

6. Depolitisasi Ideologi pada Masa Orde Baru

Orde Baru menyederhanakan partai dan mengendalikan kompetisi. Dalam konteks 6. depolitisasi ideologi
pada masa orde baru, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Asas tunggal mengurangi diferensiasi resmi. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen menukar
dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran. Pertukaran
semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Politik
menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan menjadi
tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Birokrasi dan Golkar menjadi mesin mobilisasi. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan
sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi
karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih.
Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu
kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Patronase menggantikan banyak bentuk partisipasi. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem
pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi
aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif
akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Depolitisasi meninggalkan warisan organisasi yang lemah. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis.
Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan
organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan
memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber
daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.
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7. Reformasi, Liberalisasi, dan Kembalinya Kompetisi

Reformasi membuka kebebasan partai dan pemilu. Dalam konteks 7. reformasi, liberalisasi, dan
kembalinya kompetisi, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Banyak partai lahir dengan simbol serta basis sosial berbeda. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Liberalisasi berlangsung bersama warisan kekayaan dan jaringan. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Demokratisasi tidak otomatis menghasilkan partai programatik. Insentif institusional sangat menentukan.
Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi
strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi
insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Kompetisi elektoral memperbesar kebutuhan sumber daya. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

8. Sistem Kepartaian dan Lemahnya Diferensiasi Program

Sebagian partai memiliki identitas tetapi platform kebijakan tumpang tindih. Dalam konteks 8. sistem
kepartaian dan lemahnya diferensiasi program, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati.
Ideologi bukan sekadar slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui
identitas, organisasi, program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat
bersifat langsung atau tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat
kritik politik mudah berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Koalisi lintas ideologi menunjukkan fleksibilitas tinggi. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Pemilih sulit menghubungkan suara dengan kebijakan. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk
dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi
karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih.
Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu
kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Valence dan figur sering mengalahkan program. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Partai membutuhkan konsistensi antara manifesto dan tindakan. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

9. Personalisasi Politik dan Dominasi Figur

Pemilu langsung memperkuat peran kandidat. Dalam konteks 9. personalisasi politik dan dominasi figur,
istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar slogan dan transaksi bukan
sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi, program, dan interpretasi sejarah.
Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau tertunda, legal atau ilegal, pribadi
atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah berubah menjadi tuduhan umum
tanpa bukti.

Brand pribadi dapat lebih kuat daripada identitas partai. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Partai merekrut figur populer dan pemodal. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan sistem
multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi karenanya
tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih. Bila semua
partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu kehilangan
hubungan dengan pemerintahan.

Personalisasi mengurangi investasi institusional. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
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Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Namun figur juga dapat menjadi pembawa agenda programatik. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

10. Pemilu Berbiaya Tinggi dan Ketergantungan Pembiayaan

Kampanye memerlukan organisasi, saksi, media, dan mobilisasi. Dalam konteks 10. pemilu berbiaya tinggi
dan ketergantungan pembiayaan, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan
sekadar slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Kompetisi antarkandidat meningkatkan biaya. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen menukar
dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran. Pertukaran
semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Politik
menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan menjadi
tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Pendanaan resmi sering tidak mencerminkan seluruh aktivitas. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Kandidat bergantung pada dana pribadi dan donor. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Ketergantungan pembiayaan menciptakan kewajiban pascapemilu. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
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apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

Dimensi Politik Programatik Politik Transaksional

Dasar dukungan Nilai, program, kinerja Manfaat personal, akses,
patronase

Organisasi Anggota dan kader Broker, donor, figur

Waktu Jangka menengah-panjang Jangka pendek

Akuntabilitas Publik dan manifesto Pemberi dana atau patron

Kebijakan Universal dan terukur Selektif serta kontingen

11. Politik Uang, Vote Buying, dan Broker

Vote buying menukar manfaat material dengan dukungan elektoral. Dalam konteks 11. politik uang, vote
buying, dan broker, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar slogan
dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi, program, dan
interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau tertunda, legal
atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah berubah menjadi
tuduhan umum tanpa bukti.

Broker menghubungkan kandidat dengan jaringan pemilih. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Transaksi tidak selalu menjamin suara karena bilik rahasia. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Politik uang bertahan karena ketidakpercayaan dan kelemahan partai. Insentif institusional sangat
menentukan. Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media
memengaruhi strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral
tanpa reformasi insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Penanganan perlu menyasar permintaan, penawaran, dan institusi. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.
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Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

Dimensi Politik Programatik Politik Transaksional

Dasar dukungan Nilai, program, kinerja Manfaat personal, akses,
patronase

Organisasi Anggota dan kader Broker, donor, figur

Waktu Jangka menengah-panjang Jangka pendek

Akuntabilitas Publik dan manifesto Pemberi dana atau patron

Kebijakan Universal dan terukur Selektif serta kontingen

12. Patronase, Klientelisme, dan Pork Barrel

Patronase adalah distribusi sumber daya berdasarkan dukungan. Dalam konteks 12. patronase, klientelisme,
dan pork barrel, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar slogan dan
transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi, program, dan
interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau tertunda, legal
atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah berubah menjadi
tuduhan umum tanpa bukti.

Klientelisme memiliki hubungan timbal balik dan kontingensi. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Pork barrel mengarahkan manfaat pada wilayah atau kelompok. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Program lokal tidak selalu klientelistik. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Universalitas, transparansi, dan kriteria membedakan kebijakan publik. Dimensi kekuasaan perlu menjadi
pusat analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media,
broker lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara,
tetapi kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.
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Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

13. Oligarki, Pemodal, dan Akses terhadap Negara

Kekayaan memberi kemampuan membiayai politik dan media. Dalam konteks 13. oligarki, pemodal, dan
akses terhadap negara, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Pemodal dapat mencari akses regulasi, izin, dan proyek. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Oligarki tidak berarti semua keputusan dikendalikan satu kelompok. Indonesia memiliki struktur sosial
yang majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Persaingan elite dapat berlangsung di dalam struktur timpang. Insentif institusional sangat menentukan.
Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi
strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi
insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Transparansi kepemilikan dan konflik kepentingan penting. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

14. Kartelisasi Partai dan Koalisi Besar

Partai dapat berbagi akses negara melampaui perbedaan. Dalam konteks 14. kartelisasi partai dan koalisi
besar, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar slogan dan transaksi
bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi, program, dan interpretasi
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sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau tertunda, legal atau ilegal,
pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah berubah menjadi tuduhan
umum tanpa bukti.

Koalisi besar mengurangi oposisi terorganisasi. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Stabilitas dapat meningkat tetapi checks and balances melemah. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Literatur Indonesia menemukan pola power sharing yang luas. Insentif institusional sangat menentukan.
Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi
strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi
insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Kartelisasi perlu dinilai melalui perilaku, bukan ukuran koalisi saja. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

Dimensi Politik Programatik Politik Transaksional

Dasar dukungan Nilai, program, kinerja Manfaat personal, akses,
patronase

Organisasi Anggota dan kader Broker, donor, figur

Waktu Jangka menengah-panjang Jangka pendek

Akuntabilitas Publik dan manifesto Pemberi dana atau patron

Kebijakan Universal dan terukur Selektif serta kontingen

15. Desentralisasi dan Politik Transaksi Lokal

Desentralisasi membuka arena kompetisi dan sumber daya lokal. Dalam konteks 15. desentralisasi dan
politik transaksi lokal, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
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slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Kepala daerah bergantung pada koalisi, birokrasi, dan pengusaha. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Dinasti dan broker dapat tumbuh. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan sistem multipartai.
Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi karenanya tidak dapat
dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih. Bila semua partai
dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu kehilangan hubungan
dengan pemerintahan.

Partisipasi lokal juga dapat memperkuat inovasi. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Institusi pengawasan daerah menentukan hasil. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak
semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan
organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan
memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber
daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

16. Politik Identitas: Ideologi atau Instrumen Mobilisasi?

Identitas agama, etnis, dan daerah dapat mencerminkan nilai. Dalam konteks 16. politik identitas: ideologi
atau instrumen mobilisasi?, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Identitas juga dapat digunakan secara instrumental. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.
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Polarisasi simbolik tidak selalu menghasilkan perbedaan kebijakan. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Politik identitas menjadi berbahaya saat mendehumanisasi. Insentif institusional sangat menentukan.
Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi
strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi
insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Demokrasi perlu mengakomodasi identitas dalam kerangka hak. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat
analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker
lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi
kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

17. Media Sosial, Kampanye Digital, dan Komodifikasi Perhatian

Platform memberi akses langsung kepada pemilih. Dalam konteks 17. media sosial, kampanye digital, dan
komodifikasi perhatian, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Algoritma mendorong emosi, konflik, dan personalisasi. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Influencer dan buzzer mengaburkan sumber pesan. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan
sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi
karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih.
Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu
kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Data serta iklan mikro menambah asimetri. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.
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Literasi dan transparansi digital diperlukan. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak semua
aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan organisasi besar
mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan memperoleh
informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

18. Bansos, Kebijakan Populer, dan Politisasi Distribusi

Bantuan sosial merupakan instrumen kesejahteraan yang sah. Dalam konteks 18. bansos, kebijakan populer,
dan politisasi distribusi, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Masalah muncul ketika distribusi dikaitkan dengan dukungan. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Waktu, simbol, dan komunikasi dapat memengaruhi persepsi. Indonesia memiliki struktur sosial yang
majemuk dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas.
Kompromi karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan
bagi pemilih. Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program,
pemilu kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Kriteria universal serta data mengurangi manipulasi. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem
pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi
aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif
akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Pejabat harus memisahkan sumber negara dan kampanye. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis.
Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan
organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan
memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber
daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.
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19. Politik Transaksi dalam Rekrutmen dan Jabatan

Nominasi dapat dipengaruhi mahar, loyalitas, dan modal. Dalam konteks 19. politik transaksi dalam
rekrutmen dan jabatan, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Jabatan koalisi dapat menjadi alat pembagian sumber daya. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Merit birokrasi terancam oleh patronase. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan sistem
multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi karenanya
tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih. Bila semua
partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu kehilangan
hubungan dengan pemerintahan.

Rekrutmen tertutup melemahkan kader. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Transparansi seleksi memperkuat institusi. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak semua
aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan organisasi besar
mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan memperoleh
informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

20. Dampak terhadap Korupsi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik

Biaya politik menciptakan tekanan pengembalian. Dalam konteks 20. dampak terhadap korupsi, kebijakan,
dan pelayanan publik, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Kontrak dan izin dapat diperdagangkan. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen menukar
dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran. Pertukaran
semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Politik
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menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan menjadi
tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Kebijakan bergeser kepada donor atau broker. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan sistem
multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi karenanya
tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih. Bila semua
partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu kehilangan
hubungan dengan pemerintahan.

Pelayanan menjadi selektif dan jangka pendek. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Korupsi tidak otomatis tetapi risiko meningkat. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak
semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan
organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan
memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber
daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

Dimensi Politik Programatik Politik Transaksional

Dasar dukungan Nilai, program, kinerja Manfaat personal, akses,
patronase

Organisasi Anggota dan kader Broker, donor, figur

Waktu Jangka menengah-panjang Jangka pendek

Akuntabilitas Publik dan manifesto Pemberi dana atau patron

Kebijakan Universal dan terukur Selektif serta kontingen

21. Dampak terhadap Pemilih, Kepercayaan, dan Demokrasi

Pemilih diposisikan sebagai penerima, bukan warga. Dalam konteks 21. dampak terhadap pemilih,
kepercayaan, dan demokrasi, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan
sekadar slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Kepercayaan dan partisanship programatik melemah. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
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Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Sinisme dapat menormalisasi transaksi. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan sistem
multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi karenanya
tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih. Bila semua
partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu kehilangan
hubungan dengan pemerintahan.

Akuntabilitas menjadi sulit karena koalisi dan platform kabur. Insentif institusional sangat menentukan.
Sistem pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi
strategi aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi
insentif akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Demokrasi tetap kompetitif tetapi kurang substantif. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak
semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan
organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan
memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber
daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

22. Mengapa Politik Ideologi Tidak Sepenuhnya Hilang

Preferensi tentang agama, negara, ekonomi, dan sosial tetap ada. Dalam konteks 22. mengapa politik
ideologi tidak sepenuhnya hilang, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan
sekadar slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Penelitian menemukan kongruensi ideologis tertentu. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Jaringan patronase dapat membantu sorting ideologis. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk
dan sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi
karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih.
Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu
kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Identitas partai masih memengaruhi sebagian pemilih. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem
pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi
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aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif
akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Reformasi perlu memperkuat ideologi programatik, bukan menyangkalnya. Dimensi kekuasaan perlu
menjadi pusat analisis. Tidak semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik
media, broker lokal, dan organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki
suara, tetapi kemampuan memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam
ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

23. Studi Kasus dan Skenario Politik Indonesia

Kasus membantu membedakan kompromi dan transaksi. Dalam konteks 23. studi kasus dan skenario politik
indonesia, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar slogan dan
transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi, program, dan
interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau tertunda, legal
atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah berubah menjadi
tuduhan umum tanpa bukti.

Koalisi dapat dibentuk atas program atau pembagian jabatan. Demokrasi selalu mengandung negosiasi.
Parlemen menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan
anggaran. Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente,
atau perlindungan menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Bantuan dapat universal atau klientelistik. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan sistem
multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi karenanya
tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih. Bila semua
partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu kehilangan
hubungan dengan pemerintahan.

Kandidat dapat populer sekaligus programatik. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Analisis membutuhkan bukti konteks. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak semua aktor
memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan organisasi besar
mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan memperoleh
informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.
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24. Agenda Reformasi menuju Politik Programatik

Reformasi pembiayaan dan partai adalah prioritas. Dalam konteks 24. agenda reformasi menuju politik
programatik, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar slogan dan
transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi, program, dan
interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau tertunda, legal
atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah berubah menjadi
tuduhan umum tanpa bukti.

Kaderisasi serta demokrasi internal perlu diperkuat. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Informasi program harus mudah dibandingkan. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan
sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi
karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih.
Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu
kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Penegakan politik uang harus konsisten. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem pemilu,
pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi aktor.
Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif akan
terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Masyarakat sipil dan media menjaga tekanan. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak semua
aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan organisasi besar
mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan memperoleh
informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.

Dimensi Politik Programatik Politik Transaksional

Dasar dukungan Nilai, program, kinerja Manfaat personal, akses,

patronase
Organisasi Anggota dan kader Broker, donor, figur
Waktu Jangka menengah-panjang Jangka pendek
Akuntabilitas Publik dan manifesto Pemberi dana atau patron

Kebijakan

Universal dan terukur

Selektif serta kontingen
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25. Kesimpulan: Mengembalikan Prinsip tanpa Kehilangan Kompromi

Politik tidak dapat bebas dari negosiasi. Dalam konteks 25. kesimpulan: mengembalikan prinsip tanpa
kehilangan kompromi, istilah yang digunakan harus dijelaskan secara hati-hati. Ideologi bukan sekadar
slogan dan transaksi bukan sekadar pemberian uang. Ideologi bekerja melalui identitas, organisasi,
program, dan interpretasi sejarah. Transaksi bekerja melalui pertukaran yang dapat bersifat langsung atau
tertunda, legal atau ilegal, pribadi atau institusional. Ketidakjelasan konsep membuat kritik politik mudah
berubah menjadi tuduhan umum tanpa bukti.

Negosiasi harus tunduk pada kepentingan publik. Demokrasi selalu mengandung negosiasi. Parlemen
menukar dukungan antaragenda, partai membentuk koalisi, dan pemerintah mengalokasikan anggaran.
Pertukaran semacam ini dapat sah bila terbuka, berlandaskan mandat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politik menjadi transaksional dalam arti negatif ketika manfaat privat, akses rente, atau perlindungan
menjadi tujuan utama sementara alasan publik hanya menjadi pembenaran.

Ideologi perlu hadir sebagai arah dan akuntabilitas. Indonesia memiliki struktur sosial yang majemuk dan
sistem multipartai. Tidak ada satu ideologi yang dengan mudah memperoleh mayoritas. Kompromi
karenanya tidak dapat dihindari. Namun kompromi yang terlalu cair dapat menghapus pilihan bagi pemilih.
Bila semua partai dapat bergabung dengan siapa pun tanpa menjelaskan perubahan program, pemilu
kehilangan hubungan dengan pemerintahan.

Transaksi tersembunyi harus dikurangi melalui institusi. Insentif institusional sangat menentukan. Sistem
pemilu, pembiayaan, desain daerah pemilihan, aturan pencalonan, dan akses media memengaruhi strategi
aktor. Kandidat rasional menyesuaikan perilaku terhadap aturan. Reformasi moral tanpa reformasi insentif
akan terbatas. Sebaliknya, aturan tanpa budaya integritas dapat dicari celahnya.

Demokrasi programatik adalah tujuan yang realistis. Dimensi kekuasaan perlu menjadi pusat analisis. Tidak
semua aktor memiliki sumber daya yang sama. Pemodal, pejabat, pemilik media, broker lokal, dan
organisasi besar mempunyai kemampuan memengaruhi agenda. Pemilih memiliki suara, tetapi kemampuan
memperoleh informasi dan mengawasi berbeda. Politik transaksi tumbuh di dalam ketimpangan sumber
daya.

Prinsip evaluasinya adalah public accountability. Setiap koalisi, alokasi, atau kompromi perlu dinilai
melalui pertanyaan: siapa memperoleh manfaat, apa alasan programatik, bagaimana proses diputuskan,
apakah terdapat konflik kepentingan, dan apakah warga dapat memberi sanksi. Pendekatan ini lebih
produktif daripada sekadar merindukan masa lalu ideologis.
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Studi Kasus Analitis

Kasus 1: Koalisi Pascapemilu

Dua partai yang berbeda kampanye kemudian membentuk pemerintahan. Koalisi tidak otomatis
transaksional. Ia dapat sah bila ada dokumen program bersama, pembagian tanggung jawab, dan penjelasan
kepada pemilih. Ia menjadi bermasalah bila satu-satunya dasar yang terlihat adalah pembagian jabatan,
akses anggaran, dan perlindungan elite tanpa agenda substantif.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Kasus 2: Bantuan Sosial Menjelang Pemilu

Bantuan sosial adalah kewajiban negara dan dapat diperluas saat tekanan ekonomi. Risiko politisasi muncul
ketika simbol kandidat melekat, penerima diberi pesan kontingen, atau distribusi menyimpang dari kriteria.
Solusi bukan menghentikan bantuan, tetapi memisahkan komunikasi negara, memperkuat data, audit, dan
larangan penggunaan fasilitas untuk kampanye.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Kasus 3: Kandidat dengan Dana Pribadi Besar

Kekayaan pribadi dapat memberi kemandirian dari donor, tetapi juga menciptakan ketimpangan akses dan
self-financing politics. Penilaian harus melihat sumber dana, kepatuhan, program, konflik kepentingan, dan
pengungkapan aset. Larangan total tidak realistis; batas serta transparansi diperlukan.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Kasus 4: Politik Uang di Tingkat Lokal

Broker membagikan uang atau barang menjelang pemungutan. Pemilih dapat menerima tanpa memilih,
tetapi praktik tetap merusak karena memperkuat norma pertukaran dan menaikkan biaya. Penegakan perlu
membuktikan kontingensi, melindungi pelapor, dan menindak pemberi serta jaringan.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Kasus 5: Nominasi Kepala Daerah

Partai memilih kandidat populer dari luar kader karena peluang menang. Rekrutmen eksternal tidak selalu
buruk. Ia menjadi transaksional bila nominasi bergantung mahar dan tidak melalui uji program. Open
convention, disclosure, dan debat internal dapat memperbaiki.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.
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Kasus 6: Pengusaha Membiayai Kampanye

Donasi politik adalah bagian demokrasi, tetapi pemberi dapat mengharapkan akses. Batas sumbangan,
identitas donor, audit, dan cooling-off pada pengadaan mengurangi quid pro quo. Beneficial ownership
penting agar donor tidak disembunyikan melalui perusahaan.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Kasus 7: Anggaran Daerah untuk Basis Politik

Proyek wilayah dapat sah jika berdasarkan kebutuhan dan formula. la menjadi pork barrel yang merusak
ketika dipilih terutama untuk loyalitas dan tidak efektif. Transparansi kriteria dan evaluasi outcome
membedakan representasi wilayah dari patronase.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Kasus 8: Influencer Politik

Influencer dapat memperluas partisipasi, tetapi konten berbayar yang tidak diungkap mengubah komunikasi
menjadi transaksi tersembunyi. Label sponsorship, arsip iklan, dan tanggung jawab platform diperlukan.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Kasus 9: Dinasti Politik

Hubungan keluarga tidak otomatis meniadakan hak politik. Masalahnya adalah keuntungan akses, konflik
kepentingan, dan melemahnya kompetisi. Aturan, transparansi, merit, dan institusi partai perlu mengurangi
privilege.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Kasus 10: Oposisi Bergabung ke Pemerintah

Partai oposisi dapat bergabung saat krisis atau perubahan mandat. Namun tanpa alasan jelas, pemilih
kehilangan alternatif. Perjanjian koalisi dan rekam suara parlemen membantu menilai apakah perubahan
bersifat programatik atau oportunistik.

Kasus ini menunjukkan perlunya penilaian berbasis proses, substansi, dan dampak. Satu bentuk tindakan
dapat sah atau transaksional tergantung transparansi, kontingensi, kepentingan, serta akuntabilitas.

Pendalaman Konseptual

A. Ideologi sebagai Peta Moral dan Program

Ideologi memberi jawaban mengenai siapa yang harus memperoleh apa, peran negara, hubungan agama
dan politik, kebebasan, keadilan, serta pembangunan. la menyederhanakan dunia yang kompleks dan
membantu koordinasi. Namun penyederhanaan dapat menutup fakta atau mengubah lawan menjadi musuh.
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Partai modern memerlukan ideologi yang terbuka terhadap bukti. Nilai inti dapat stabil, tetapi kebijakan
berubah. Misalnya komitmen keadilan dapat diterjemahkan berbeda sesuai teknologi dan fiskal. Ideologi
programatik berbeda dari dogma.

Di Indonesia, Pancasila menjadi kerangka bersama, tetapi tidak menghapus perbedaan interpretasi. Partai
dapat berbeda dalam kesejahteraan, desentralisasi, lingkungan, hak, pendidikan, dan ekonomi. Kesamaan
asas bukan alasan platform identik.

Revitalisasi ideologi bukan menghidupkan konflik lama, melainkan memperjelas trade-off. Pemilih perlu
mengetahui prioritas dan cara pembiayaan. Manifesto harus terhubung dengan voting record.

B. Klientelisme sebagai Institusi Informal
Klientelisme bertahan bukan hanya karena kemiskinan, tetapi karena jaringan kepercayaan dan
ketidakpastian. Pemilih mungkin lebih mempercayai manfaat konkret daripada janji program yang tidak
ditepati. Broker memberi informasi dan jaminan.

Partai lemah menggunakan broker karena lebih murah daripada membangun organisasi permanen. Broker
memiliki jaringan tetapi loyalitas cair. Setelah pemilu, jaringan dapat digunakan untuk distribusi dan
mobilisasi.

Klientelisme dapat coexist dengan ideologi. Penelitian Indonesia menunjukkan kongruensi tertentu antara
pemilih dan politisi, dan jaringan sosial dapat membantu sorting. Ini menolak asumsi bahwa patronase
berarti pemilih tanpa nilai.

Mengurangi klientelisme memerlukan layanan universal dan partai yang hadir sepanjang waktu. Ketika hak
sosial pasti, ketergantungan pada patron menurun. Penegakan politik uang saja tidak cukup.

C. Biaya Politik dan Siklus Pengembalian

Biaya politik terdiri atas biaya legal, informal, dan opportunity cost. Kampanye resmi, konsultan, saksi,
transportasi, acara, media, dan organisasi memerlukan dana. Sistem kandidat-sentris memperbesar
kebutuhan personal.

Jika sumber dana berasal dari pinjaman atau donor, kandidat menghadapi kewajiban. Pengembalian dapat
berupa kontrak, izin, regulasi, jabatan, atau akses. Tidak semua donor meminta imbalan, tetapi risiko
struktural ada.

Biaya tinggi juga menyaring kandidat. Warga kompeten tanpa dana sulit masuk. Partai memilih electability
dan financial capacity. Ini mengurangi representasi kelas serta profesi.

Reformasi meliputi subsidi publik, batas pengeluaran, audit real-time, penegakan, dan kampanye murah.
Namun subsidi publik harus dihubungkan demokrasi internal dan transparansi agar tidak memperkuat elite.

D. Kartel, Koalisi, dan Oposisi

Konsep kartel partai menjelaskan kerja sama elite untuk mengakses sumber negara dan mengurangi
kompetisi. Dalam sistem presidensial multipartai, presiden membutuhkan dukungan legislatif, mendorong
power sharing.

Koalisi besar dapat memudahkan legislasi dan stabilitas. Tetapi risiko adalah kebijakan kurang
diperdebatkan, pengawasan lemah, dan partai sulit dibedakan. Oposisi menjadi contingent pada posisi
jabatan.
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Partai kartel tidak berarti tidak ada konflik. Elite tetap bersaing atas posisi dan rente. Kompetisi dapat
berlangsung di dalam pembagian, bukan pada program publik.

Penguatan oposisi tidak harus aturan memaksa. Hak parlemen, sumber daya oposisi, komite, transparansi,
dan media independen menciptakan kontrol. Pemilih juga menghargai partai konsisten.

E. Oligarki dan Demokrasi Elektoral
Oligarki menunjuk konsentrasi sumber daya material dan kemampuan mempertahankan kekayaan.
Demokrasi memberi kompetisi, tetapi biaya membuat elite kaya memiliki keunggulan.

Indonesia tetap memiliki pemilu kompetitif dan sirkulasi elite. Karena itu, oligarki tidak berarti demokrasi
palsu secara total. Analisis perlu melihat bagaimana kekayaan berinteraksi dengan institusi.

Media ownership, business regulation, dan party finance menjadi kanal. Konflik antaroligark dapat
membuka kompetisi tetapi tidak selalu memperluas agenda rakyat.

Kebijakan antikonsentrasi, pajak, transparansi, persaingan, dan pembiayaan publik mengurangi pengaruh.
Masyarakat sipil serta media nonkomersial penting.

F. Politik Identitas dan Politik Program
Identitas adalah bagian sah kehidupan politik. Kelompok memiliki pengalaman dan nilai berbeda.

Representasi identitas dapat memperbaiki inklusi.

Masalah terjadi ketika identitas dipakai tanpa agenda substantif atau untuk membenarkan diskriminasi. Elite
dapat mengaktifkan simbol saat pemilu lalu membentuk koalisi pragmatis.

Polarisasi afektif membuat warga membenci kelompok lawan bahkan ketika perbedaan kebijakan kecil.
Media sosial memperkuat. Debat program dapat menurunkan fokus pada identitas eksklusif.

Partai harus menerjemahkan nilai identitas menjadi kebijakan universal yang dapat diperdebatkan. Hak
minoritas menjadi batas.

G. Korupsi sebagai Konsekuensi dan Penyebab
Politik transaksi meningkatkan risiko korupsi karena jabatan dipakai mengembalikan biaya. Korupsi

kemudian membiayai politik berikutnya, menciptakan siklus.

Namun korupsi memiliki banyak sebab: discretion, monopoly, weak accountability, budaya organisasi, dan
penegakan. Tidak semua politik mahal berakhir korup.

Reformasi harus mengikuti money trail dari kampanye ke pengadaan dan aset. Data donor, beneficial
ownership, e-procurement, konflik kepentingan, dan laporan kekayaan perlu terhubung.

Penindakan penting tetapi pencegahan lebih murah. Desain proses mengurangi discretion dan memperkuat
audit. Perlindungan whistleblower sangat penting.

H. Pemilih: Rasionalitas, Kemiskinan, dan Martabat

Pemilih yang menerima uang tidak otomatis irasional. Mereka dapat melihat semua kandidat serupa,
memanfaatkan kesempatan, atau menganggap pemberian sebagai bagian budaya. Bilik rahasia membuat
kontrak tidak pasti.
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Menyalahkan pemilih mengabaikan struktur. Kandidat menawarkan uang karena organisasi dan kredibilitas
program lemah. Pemilih menghadapi kebutuhan nyata.

Namun normalisasi transaksi mengurangi martabat kewargaan. Suara dipersepsikan komoditas, dan pejabat
merasa membeli mandat. Pendidikan politik perlu menghubungkan pilihan dengan anggaran serta layanan.

Pendekatan anti-vote buying harus memberi alternatif: informasi, forum, perlindungan sosial, dan collective
pledge. Penegakan harus adil.

I. Media, Survei, dan Elektabilitas
Survei memberi informasi penting tetapi juga membentuk strategi. Partai mengejar kandidat populer dan

isu yang mudah. Ideologi jangka panjang dapat dikalahkan oleh elektabilitas.

Media membutuhkan pendapatan sehingga kampanye menjadi komoditas. Paid content dan ownership
memengaruhi agenda. Digital mengurangi biaya sekaligus meningkatkan disinformasi.

Transparansi metodologi survei dan iklan penting. Media publik dan debat berkualitas menyediakan public
sphere.

Elektabilitas bukan musuh ideologi. Partai harus menang untuk menjalankan program. Masalahnya ketika
popularitas menjadi satu-satunya kriteria.

J. Dari Politik Transaksi menuju Politik Programatik
Politik programatik membangun hubungan berdasarkan kebijakan yang berlaku bagi kategori warga, bukan
manfaat kontingen individual. la membutuhkan organisasi dan kredibilitas.

Kredibilitas muncul dari konsistensi, track record, sumber daya, dan kemampuan implementasi. Manifesto
yang tidak realistis merusak.

Partai perlu policy unit, database anggota, sekolah kader, dan komunikasi. Kandidat harus terikat platform
namun memiliki ruang lokal.

Perubahan tidak instan. Klientelisme dapat menurun ketika ekonomi, layanan, dan organisasi berubah.
Reformasi bertahap lebih realistis daripada larangan moral.

Peta Jalan Reformasi 2026-2035

Tahap 1: Transparansi dan Penegakan Dasar (2026-2027)

Perkuat keterbukaan dana kampanye, donor, pengeluaran digital, beneficial ownership, dan audit. Bangun
sistem pelaporan yang dapat dicari publik. Perbaiki perlindungan pelapor serta koordinasi KPU, Bawaslu,
PPATK, KPK, dan penegak hukum sesuai kewenangan.

Tahap 2: Reformasi Pembiayaan Partai (2027-2029)

Tingkatkan dukungan negara secara bersyarat pada audit, pendidikan kader, representasi perempuan, dan
demokrasi internal. Batas sumbangan dan pengeluaran harus realistis serta ditegakkan. Iuran anggota
diperluas.
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Tahap 3: Demokratisasi Rekrutmen dan Kaderisasi (2027-2030)

Partai menerbitkan kriteria, proses seleksi, rekam jejak, dan sumber dana kandidat. Konvensi atau
pemilihan internal disesuaikan konteks. Sekolah partai serta policy training menjadi fungsi utama.

Tahap 4: Kampanye Programatik dan Informasi Pemilih (2028-2031)

KPU, media, kampus, dan masyarakat menyediakan platform perbandingan manifesto, biaya, indikator,
serta fact-check. Debat berfokus trade-off. Iklan politik digital masuk arsip publik.

Tahap 5: Desain Pemilu dan Pengurangan Biaya (2029-2032)

Evaluasi besaran daerah pemilihan, sistem daftar, kalender, beban kandidat, dan mekanisme kampanye.
Reformasi harus berbasis simulasi agar tidak menciptakan efek baru. Tujuan mengurangi personal vote
yang mahal tanpa menutup akuntabilitas.

Tahap 6: Penguatan Oposisi dan Parlemen (2027-2033)
Perkuat hak minoritas, komite, riset parlemen, keterbukaan voting record, dan konsultasi. Oposisi tidak
harus permanen, tetapi kontrol institusional harus selalu ada.

Tahap 7: Universalisasi Layanan dan Depatronisasi (2026-2035)

Perbaiki layanan sosial berbasis hak, data, dan mekanisme pengaduan. Komunikasi program tidak memakai
simbol kandidat. Ketergantungan warga pada patron menurun.

Tahap 8: Budaya Demokrasi Programatik (2026-2035)

Pendidikan politik berkelanjutan melalui sekolah, kampus, organisasi, media, dan partai. Fokus pada
anggaran, kebijakan, hak, dan evaluasi. Perubahan norma membutuhkan waktu.

Balanced Scorecard Reformasi Politik

Perspektif Tujuan Indikator Risiko

Partai Organisasi programatik | Anggota, kader, policy | Personalization
unit

Pembiayaan Transparan dan wajar Donor, audit, Hidden money
kepatuhan

Pemilu Kompetisi bermutu Biaya, program, Vote buying
pelanggaran

Parlemen Akuntabilitas Voting record, Cartelization
oversight

Pemerintah Kebijakan universal Outcome, konflik Patronage
kepentingan

Pemilih Otonomi dan informasi | Literasi, turnout, issue | Commodification
voting

Media Ruang publik sehat Disclosure, diversity Disinformation
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Hukum Penegakan adil Kasus, waktu, Impunity
konsistensi

Implikasi bagi Pendidikan Manajemen dan IBM-ASMI

Politik transaksi relevan bagi pendidikan manajemen karena organisasi publik dan bisnis bertemu dalam
pengadaan, regulasi, perizinan, CSR, asosiasi, dan pembiayaan. Mahasiswa perlu memahami lobbying yang
sah, konflik kepentingan, bribery, dan political connections. Batas etis serta hukum harus jelas.

Corporate political activity dapat menjadi partisipasi kebijakan yang legitimate bila transparan dan berbasis
argumen. la menjadi rent-seeking ketika bertujuan memperoleh privilese, menutup persaingan, atau
menukar dana dengan kebijakan. Tata kelola perusahaan perlu memiliki policy, disclosure, dan board
oversight.

Manajemen publik perlu mengembangkan sistem merit, pengadaan, audit, dan kinerja yang tahan patronase.
Balanced scorecard harus berorientasi outcome, bukan loyalitas. Whistleblowing dan integrity risk
assessment penting.

IBM-ASMI dapat mengembangkan studi kasus etika bisnis-politik, pembiayaan kampanye, konflik
kepentingan, dan public affairs. Mahasiswa dapat mensimulasikan koalisi berdasarkan program serta
membedakannya dari pertukaran jabatan.

Pemimpin bisnis dan publik perlu belajar bahwa transaksi jangka pendek dapat merusak kepercayaan
jangka panjang. Integritas bukan hanya moral, tetapi aset institusional dan ekonomi.

Glossarium

Broker politik: Perantara yang menghubungkan kandidat, partai, dan pemilih dalam mobilisasi.

Cartel party: Partai yang bekerja sama mengakses sumber negara dan mengurangi kompetisi substantif.
Clientelism: Pertukaran manfaat yang bersifat personal, timbal balik, dan kontingen pada dukungan politik.
Contflict of interest: Situasi ketika kepentingan pribadi dapat memengaruhi tugas publik.

Ideologi: Kerangka gagasan dan nilai mengenai masyarakat, kekuasaan, dan tujuan politik.

Kartelisasi: Proses ketika partai berbagi akses serta mengurangi oposisi dan diferensiasi.

Koalisi: Kerja sama partai atau aktor untuk membentuk pemerintahan atau mendukung agenda.

Mahar politik: Istilah untuk pembayaran atau kontribusi tidak sah dalam pencalonan.

Oligarki: Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok kecil yang mampu mempertahankannya.

Partai programatik: Partai yang mencari dukungan berdasarkan kebijakan dan platform yang relatif
konsisten.

Patronase: Distribusi sumber daya publik atau privat oleh patron untuk membangun dukungan.
Political finance: Sumber, penggunaan, dan pengawasan dana partai serta kampanye.

Politik identitas: Mobilisasi berdasarkan identitas agama, etnis, dacrah, gender, atau kelompok.
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Politik transaksi: Pertukaran sumber daya, dukungan, jabatan, atau akses sebagai mekanisme utama
politik.

Politik uang: Pemberian atau janji uang/barang untuk memengaruhi pilihan atau partisipasi.
Pork barrel: Alokasi manfaat kepada wilayah atau kelompok tertentu untuk keuntungan politik.
Pragmatisme: Penyesuaian strategi dan kompromi untuk mencapai tujuan dalam kondisi nyata.
Quid pro quo: Pertukaran langsung: sesuatu diberikan untuk memperoleh sesuatu.

Rent seeking: Upaya memperoleh keuntungan melalui privilese politik, bukan penciptaan nilai.
Representasi programatik: Hubungan wakil-pemilih berdasarkan program dan kebijakan.

Vote buying: Pemberian manfaat material yang dimaksudkan memengaruhi suara.

Daftar Pustaka

Aspinall, E.; & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in
Indonesia. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501732997

Aspinall, E.; & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage
and clientelism at the grassroots. NUS Press.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Pengawasan politik uang dan politisasi
bantuan sosial pada Pemilu 2024. Bawaslu.

Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's
patronage democracy. Comparative Political Studies, 51(12), 1563-1593.
https://doi.org/10.1177/0010414018758756

Choi, N. (2014). From patronage machine to partisan melee: Subnational corruption and the evolution of
the Indonesian party system. Pacific Affairs, 87(2), 221-245. https://doi.org/10.5509/2014872221

Fionna, U., & Tomsa, D. (2020). Changing patterns of factionalism in Indonesia: From principle to
patronage. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 39(1), 39-58.
https://doi.org/10.1177/1868103419896904

Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic
democracies: The Indonesian case. Electoral Studies, 63, 102111.
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111

Hicken, A. (2011). Clientelism. Annual Review of Political Science, 14, 289-310.
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508

Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The
emergence of the cartel party. Party Politics, 1(1), 5-28.
https://doi.org/10.1177/1354068895001001001

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024.
KPU.

Halaman 34


https://doi.org/10.7591/9781501732997
https://doi.org/10.1177/0010414018758756
https://doi.org/10.5509/2014872221
https://doi.org/10.1177/1868103419896904
https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508
https://doi.org/10.1177/1354068895001001001

Dari Politik Ideologi menuju Politik Transaksi
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Kitschelt, H., & Wilkinson, S. L. (Eds.). (2007). Patrons, clients and policies: Patterns of democratic
accountability and political competition. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CB0O9780511585869

Mietzner, M. (2007). Party financing in post-Soeharto Indonesia: Between state subsidies and political
corruption. Contemporary Southeast Asia, 29(2), 238-263. https://doi.org/10.1355/CS29-2B

Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia. NUS
Press. https://doi.org/10.1355/9789814414593

Mubhtadi, B. (2019). Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age
of markets. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203401453

Slater, D. (2018). Party cartelization, Indonesian-style: Presidential power-sharing and the contingency of
democratic opposition. Journal of East Asian Studies, 18(1), 23-46.
https://doi.org/10.1017/jea.2017.26

Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). Brokers, voters, and clientelism: The
puzzle of distributive politics. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CB0O9781107324909

Tomsa, D. (2012). Moderating Islamism in Indonesia: Tracing patterns of party change in the Prosperous
Justice Party. Political Research Quarterly, 65(3), 486-498.
https://doi.org/10.1177/1065912911404566

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511793806

Catatan Kontekstual

Dokumen KPU mengenai laporan awal dana kampanye Pemilu 2024 menunjukkan bahwa partai peserta
menyampaikan laporan melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Transparansi
administratif merupakan langkah penting, tetapi kualitas pengawasan juga bergantung pada kelengkapan
pelaporan, kemampuan audit, dan penegakan.

Bawaslu menegaskan bahwa politik uang mencakup pemberian maupun janji dan mengingatkan risiko
politisasi bantuan sosial. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transaksi politik tidak terbatas pada
amplop saat serangan fajar, tetapi dapat melibatkan penggunaan sumber daya dan kewenangan.

Literatur akademik terbaru tentang Indonesia menolak pandangan sederhana bahwa ideologi tidak relevan.
Fossati dan kolega menemukan kongruensi ideologis pada dimensi agama, sosial, dan ekonomi, meskipun
sistem sangat klientelistik. Dengan demikian, patronase dan ideologi dapat hidup berdampingan.

Status hukum, struktur koalisi, dan kebijakan elektoral berubah dari waktu ke waktu. Artikel ini
menggunakan konteks sampai Agustus 2026 dan menganjurkan pembaca memeriksa dokumen resmi
terbaru untuk keputusan operasional.
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Penutup Reflektif

Politik ideologi memiliki daya tarik karena memberi arah, tetapi sejarah juga menunjukkan risiko
dogmatisme, konflik, dan penyingkiran. Politik pragmatis dibutuhkan untuk mengelola kemajemukan.
Persoalan Indonesia bukan semata hilangnya ideologi, melainkan lemahnya transformasi nilai menjadi
program yang konsisten dan dapat diuji.

Politik transaksi tumbuh ketika partai tidak memiliki anggota, biaya pemilu tinggi, layanan negara tidak
universal, dan kekayaan terkonsentrasi. Aktor kemudian mengandalkan uang, broker, jabatan, dan jaringan.
Mengutuk perilaku tanpa memperbaiki ekosistem hanya memindahkan bentuk transaksi.

Reformasi harus membuat politik programatik lebih murah dan efektif daripada politik klientelistik. Partai
yang memiliki anggota, dana legal, data, kader, dan reputasi tidak perlu membeli hubungan setiap pemilu.
Warga yang memiliki hak sosial tidak perlu bergantung pada patron. Media yang sehat mengurangi biaya
informasi.

Demokrasi yang dewasa tidak menuntut partai selalu murni atau tidak pernah berubah. la menuntut partai
menjelaskan perubahan, menunjukkan program, mengungkap pendanaan, dan menerima sanksi pemilih.
Kompromi dilakukan di ruang publik, bukan dalam pertukaran tersembunyi.

Perjalanan dari politik transaksi menuju politik programatik akan panjang. Namun perubahan dapat dimulai
dari langkah konkret: donor terbuka, kandidat dipilih secara jelas, manifesto terukur, voting record tersedia,
bansos dipisahkan dari kampanye, dan pelanggaran ditindak. Akumulasi institusi membentuk norma.

Pada akhirnya, politik adalah cara masyarakat menentukan masa depan bersama. Ketika politik hanya
menjadi pasar jabatan dan manfaat, warga kehilangan makna kewargaan. Ketika politik kembali memiliki
prinsip, program, dan akuntabilitas, kompromi tidak lagi identik dengan transaksi; ia menjadi seni
mengelola perbedaan demi kepentingan publik.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan demokrasi.
Analisis membedakan kritik institusional dari tuduhan terhadap individu tertentu dan tidak dimaksudkan
sebagai penilaian hukum atas kasus yang tidak diputus.
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Pendalaman Analitis: Struktur, Aktor, dan Konsekuensi Politik
Transaksional

A. Politik Aliran, Politik Massa, dan Perubahan Basis Sosial

Pada masa awal republik, partai memiliki hubungan relatif kuat dengan organisasi sosial, komunitas agama,
serikat, kelompok profesi, pers, dan jaringan pendidikan. Hubungan tersebut sering disebut politik aliran.
Pemilih tidak hanya berhubungan dengan partai saat pemilu, tetapi melalui kehidupan sosial sehari-hari.
Partai menyediakan bahasa moral, simbol, kader, dan identitas. Struktur seperti ini memberi loyalitas, tetapi
juga dapat memperkeras pembelahan.

Modernisasi, urbanisasi, pendidikan, media, mobilitas, dan perubahan ekonomi mengubah basis sosial.
Identitas tidak lagi selalu diwariskan secara utuh. Pemilih memiliki banyak afiliasi dan dapat berpindah.
Partai kehilangan organisasi massa yang organik dan menggantinya dengan kampanye profesional, survei,
iklan, dan jaringan sementara.

Perubahan tersebut bukan semata kemunduran. Pemilih yang lebih cair dapat menilai kinerja dan kandidat.
Namun tanpa organisasi programatik, fluiditas menciptakan pasar suara yang didominasi figur, uang, dan
emosi. Partai menjadi kendaraan elektoral, bukan komunitas politik.

Revitalisasi tidak berarti mengembalikan masyarakat ke kotak aliran lama. Partai perlu membangun
keanggotaan modern berbasis isu, profesi, wilayah, dan partisipasi digital. Anggota harus memiliki hak
serta kewajiban, bukan hanya nomor administratif.

Organisasi massa yang otonom juga penting. Serikat, asosiasi petani, organisasi perempuan, lingkungan,
dan profesi dapat mengartikulasikan kepentingan dan menekan partai. Politik programatik tumbuh ketika
masyarakat terorganisasi, bukan ketika warga berdiri sendiri menghadapi mesin politik.

B. Demokrasi Internal Partai dan Sentralisasi Elite

Partai demokratis secara eksternal belum tentu demokratis secara internal. Ketua dan elite pusat sering
memiliki kewenangan besar menentukan kandidat, koalisi, dan jabatan. Sentralisasi dapat menjaga disiplin,
tetapi juga mengurangi kaderisasi serta accountability.

Rekrutmen tertutup mendorong transaksi karena akses tergantung hubungan dengan gatekeeper. Kandidat
mencari rekomendasi melalui negosiasi elite, bukan dukungan anggota. Ketika proses tidak transparan,
rumor mahar mudah tumbuh bahkan bila sulit dibuktikan.

Pemilihan internal terbuka memiliki risiko biaya, faksionalisme, dan infiltrasi. Tidak ada satu model ideal.
Yang penting adalah kriteria jelas, jadwal, hak banding, disclosure, dan forum program. Partai dapat
menggunakan kombinasi seleksi kader, survei, dan voting.

Kaderisasi bukan seminar singkat. Ia mencakup pengalaman organisasi, pendidikan kebijakan, etika, kerja
komunitas, dan evaluasi. Kader yang dibangun lama lebih mungkin membawa identitas partai, tetapi juga
harus terbuka pada talenta luar.

Negara dapat mengaitkan subsidi partai dengan indikator demokrasi internal. Namun intervensi harus hati-
hati agar tidak mengendalikan partai. Audit independen dan publikasi lebih baik daripada birokratisasi
berlebihan.
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C. Sistem Proporsional Terbuka dan Kompetisi Intrapartai

Sistem proporsional terbuka memberi pemilih kemampuan memilih calon dan memperkuat hubungan
wakil-konstituen. Ia mengurangi dominasi elite partai dalam urutan daftar. Namun kandidat satu partai
bersaing satu sama lain di daerah yang sama, meningkatkan kebutuhan personal vote.

Kompetisi intrapartai dapat mendorong layanan konstituen dan inovasi, tetapi juga vote buying, personal
branding, dan konflik internal. Kandidat enggan investasi pada merek partai jika manfaat dibagi dengan
pesaing. Mereka membangun tim pribadi.

Alternatif daftar tertutup dapat memperkuat program dan partai, tetapi berisiko memperbesar kekuasaan
elite serta jual beli nomor urut. Sistem campuran, daftar fleksibel, atau distrik lebih kecil memiliki trade-
off.

Reformasi sistem pemilu tidak boleh didasarkan satu gejala. Simulasi perlu menilai representasi
perempuan, minoritas, biaya, proporsionalitas, akuntabilitas, dan party system. Setiap desain menciptakan
insentif baru.

Terlepas sistem, partai dapat mengurangi kompetisi destruktif melalui alokasi wilayah, kampanye bersama,
dana kolektif, dan kode etik. Penegakan internal penting.

D. Ambang Batas, Penyederhanaan, dan Representasi

Ambang parlemen dimaksudkan mengurangi fragmentasi dan mempermudah pemerintahan. Namun
threshold juga membuang suara serta menekan partai kecil. Partai baru menghadapi biaya masuk tinggi dan
cenderung mencari pemodal.

Penyederhanaan sistem tidak otomatis memperkuat ideologi. Partai besar dapat tetap pragmatis.
Sebaliknya, partai kecil dapat programatik atau personalistik. Kualitas organisasi lebih penting dari jumlah.

Ambang pencalonan atau dukungan koalisi juga memengaruhi transaksi. Ketika partai harus
mengumpulkan kursi untuk mencalonkan, negosiasi tiket menjadi penting. Koalisi prapemilu dapat
programatik atau hanya akses nominasi.

Aturan harus menjaga kompetisi dan governability. Terlalu mudah mendirikan partai menghasilkan
fragmentasi, terlalu sulit menghasilkan oligopoli. Evaluasi perlu melihat wasted votes, concentration, dan
entry.

Pendanaan publik dapat memberi ruang partai baru berdasarkan suara, tetapi harus memiliki batas. Equal
media access dan signature requirements dapat menjadi alternatif.

E. Dinasti Politik, Kekerabatan, dan Reproduksi Elite

Politik keluarga muncul di banyak demokrasi karena nama, jaringan, pengalaman, dan kepercayaan.
Pemilih tetap memiliki hak memilih anggota keluarga politisi. Larangan berdasarkan hubungan dapat
berbenturan dengan hak.

Namun dinasti mempunyai keuntungan struktural: akses organisasi, donor, media, birokrasi, dan
pengenalan nama. Ketika partai lemah, keluarga menjadi unit organisasi. Kekuasaan dapat berpindah tanpa
kompetisi terbuka.

Dinasti tidak identik dengan transaksi, tetapi dapat mempermudah patronase dan konflik kepentingan.
Penilaian harus melihat kualitas pemilu, penggunaan negara, merit, dan transparansi.
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Solusi utama bukan larangan darah, melainkan memperkuat kompetisi, rekrutmen, disclosure, conflict
rules, dan birokrasi netral. Term limits dapat membatasi individu tetapi mendorong substitusi keluarga jika
partai lemah.

Masyarakat perlu informasi tentang hubungan, bisnis, dan rekam jejak. Media tidak boleh hanya
mengandalkan nama.

F. Birokrasi sebagai Arena Patronase

Birokrasi idealnya netral dan berbasis merit. Dalam praktik, promosi, mutasi, proyek, dan sumber daya
dapat menjadi alat membangun loyalitas. Kepala daerah atau menteri memiliki kewenangan politik yang
sah, tetapi batas antara arahan dan patronase perlu dijaga.

Politicization dapat mengganggu profesionalisme dan continuity. Pejabat memilih keputusan aman bagi
patron, bukan publik. Aparatur juga dapat dimobilisasi saat pemilu.

Merit system, open bidding, performance contracts, dan independent commission membantu, tetapi dapat
menjadi formalitas. Data promosi, rotasi, dan complaint perlu dianalisis.

Senior civil service yang profesional dapat memberi kapasitas sekaligus risiko kekuasaan birokratik.
Accountability kepada pejabat terpilih tetap penting. Solusinya keseimbangan antara responsiveness dan
neutrality.

Perlindungan terhadap penolakan perintah ilegal serta whistleblower memperkuat. Digitalisasi proses
mengurangi discretion tetapi tidak menghapus intervensi.

G. Pengadaan Publik dan Rente Politik

Pengadaan merupakan titik pertemuan anggaran, bisnis, dan kekuasaan. Proyek dapat digunakan
mengembalikan biaya kampanye melalui mark-up, bid rigging, atau perusahaan terkait. Risiko tinggi karena
nilai besar dan informasi teknis.

E-procurement meningkatkan transparansi, tetapi kolusi dapat berpindah sebelum tender melalui
spesifikasi, pemecahan paket, atau beneficial ownership tersembunyi. Data analitik perlu mendeteksi pola
pemenang, harga, dan jaringan.

Political connections tidak selalu korup. Perusahaan dapat berhubungan dengan pemerintah secara sah.
Masalah muncul saat akses menggantikan kompetensi dan value for money.

Cooling-off, disclosure, conflict of interest, open contracting, dan audit masyarakat membantu. Kontrak
serta perubahan harus terbuka sejauh tidak melanggar kerahasiaan sah.

Pengadaan berbasis outcome mengurangi proyek simbolik, tetapi pengukuran kompleks. Kapasitas
procurement professional perlu diperkuat.

H. Kebijakan Publik yang Dibajak Kepentingan Sempit

Policy capture terjadi ketika keputusan secara sistematis menguntungkan kelompok dengan akses.
Bentuknya dapat berupa regulasi, tarif, kuota, pajak, izin, atau penegakan selektif. Tidak selalu ada suap
langsung.

Proses konsultasi sering didominasi aktor berkapasitas. Masyarakat luas menghadapi collective action
problem. Regulatory impact assessment dan public consultation dapat menyeimbangkan, tetapi kualitas
penting.

Halaman 39



Dari Politik Ideologi menuju Politik Transaksi
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Revolving door antara bisnis dan pemerintah membawa keahlian sekaligus konflik. Disclosure dan cooling-
off diperlukan, bukan larangan absolut.

Capture dapat beroperasi melalui framing ilmu dan data. Think tank, ahli, dan media didanai. Transparansi
sumber membantu publik menilai.

Competition authority, judiciary, audit, dan civil society menjadi countervailing power. Politik programatik
harus mengungkap siapa yang membayar dan memperoleh manfaat.

I. Peran Hukum dan Lembaga Pengawas

Hukum pemilu menetapkan batas, laporan, larangan, dan sanksi. Namun politik uang sulit dibuktikan
karena transaksi rahasia, waktu sempit, dan warga takut. Penegakan memerlukan investigasi jaringan serta
bukti digital dan keuangan.

KPU mengelola administrasi dan transparansi; Bawaslu mengawasi; DKPP menjaga etika penyelenggara;
PPATK menganalisis transaksi; KPK serta penegak hukum menangani kewenangan masing-masing.
Koordinasi penting tetapi harus menghormati mandat.

Overcriminalization dapat menghasilkan selektivitas. Fokus perlu pada pelaku utama, sistem, dan
deterrence. Sanksi administratif seperti diskualifikasi dapat efektif bila due process kuat.

Independensi lembaga harus dilindungi melalui seleksi, anggaran, dan transparansi. Pengawas sendiri perlu
diawasi.

Keputusan hukum perlu dipublikasikan dengan alasan agar menjadi pendidikan. Konsistensi lebih penting
daripada hukuman simbolik.

J. Masyarakat Sipil dan Gerakan Anti-Transaksi
Organisasi masyarakat mengawasi pemilu, dana, korupsi, parlemen, dan kebijakan. Mereka menyediakan
informasi yang tidak diproduksi partai. Citizen reporting dapat memperluas jangkauan.

Gerakan anti-politik uang menghadapi dilema keamanan dan efektivitas. Deklarasi moral perlu disertai
perlindungan pelapor serta bukti. Community monitoring lebih kuat bila organisasi lokal terpercaya.

NGO juga membutuhkan akuntabilitas dana dan representasi. Kritik bahwa mereka elite harus dijawab
dengan transparansi serta basis komunitas.

Universitas dapat menyediakan data, metode, dan ruang dialog. Mahasiswa memiliki peran sejarah, tetapi
perlu menghindari partisanship tersembunyi.

Gerakan reformasi berhasil saat membangun koalisi lintas aktor: media, bisnis berintegritas, agama, profesi,

dan warga.

K. Pendidikan Politik dan Literasi Kebijakan

Pendidikan politik sering dibatasi pada prosedur pemilu. Warga perlu memahami anggaran, legislasi, trade-
off, dan kewenangan tingkat pemerintahan. Tanpa itu, janji sulit dinilai.

Partai berkewajiban memberi pendidikan, tetapi dapat menjadi propaganda. Penyelenggara, sekolah,
kampus, dan media memberikan sumber plural.

Policy literacy membantu memindahkan debat dari figur ke substansi. Contoh sederhana: siapa membiayai
program, siapa penerima, bagaimana indikator, dan risiko.
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Debat kandidat harus didesain untuk menguji konsistensi, bukan hanya retorika. Follow-up fact check
penting.

Literasi digital mencakup sumber iklan, deepfake, bot, dan data. Generasi muda bukan otomatis literate.

L. Agama, Etika, dan Resistensi terhadap Politik Uang
Tradisi agama memiliki sumber etika untuk menolak jual beli suara, korupsi, dan ketidakadilan. Organisasi
keagamaan dapat membangun norma integritas.

Namun jaringan agama juga dapat menjadi kanal mobilisasi dan patronase. Tokoh mempunyai pengaruh
yang dapat diperdagangkan. Transparansi hubungan dengan kandidat penting.

Politik nilai yang sah membahas kebijakan berdasarkan ajaran, tetapi tidak boleh menghilangkan hak warga
lain. Pluralisme konstitusional menjadi batas.

Etika pribadi tidak cukup bila sistem memberi insentif buruk. Pemimpin agama dapat mendukung reformasi
institusi, bukan hanya nasihat.

Dialog antaragama dan kelompok dapat mencegah identitas menjadi komoditas elektoral.

M. Perempuan dan Politik Transaksional

Perempuan menghadapi biaya pencalonan, jaringan donor, dan patronase yang didominasi laki-laki. Kuota
meningkatkan representasi kandidat tetapi tidak otomatis keterpilihan atau pengaruh.

Politik uvang dapat mempersulit kandidat perempuan yang sumber dayanya lebih kecil. Partai dapat
memberi dana kolektif, mentoring, dan placement.

Perempuan juga sering menjadi target broker melalui jaringan komunitas dan rumah tangga. Peran sebagai
pemilih harus dilihat sebagai agen, bukan objek.

Representasi substantif memerlukan agenda care, kekerasan, kerja, kesehatan, dan hak. Kandidat
perempuan tidak otomatis membawa agenda tersebut, tetapi pengalaman dapat memperkaya.

Reformasi pembiayaan serta internal party democracy memiliki dampak gender.

N. Generasi Muda, Relawan, dan Politik Fleksibel
Generasi muda lebih cair dalam afiliasi dan menggunakan media digital. Mereka dapat terlibat melalui
relawan, isu, dan figur tanpa menjadi anggota partai.

Relawan memperluas partisipasi, tetapi organisasi sementara dapat berubah menjadi jaringan patronase
setelah kemenangan. Akuntabilitas serta integrasi dengan program perlu.

Politik digital menurunkan biaya entry, namun attention economy mendorong konten pendek. Program
kompleks kalah dengan meme.

Partai perlu menawarkan keanggotaan fleksibel, deliberation online, dan ruang kebijakan. Generasi muda
bukan apolitis; mereka skeptis terhadap institusi.

Pemuda juga rentan gig political work: buzzer dan content creator berbayar. Disclosure dan etika profesi
penting.
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0. Demokrasi Ekonomi dan Politik Programatik

Politik transaksi tumbuh dari ketimpangan ekonomi. Warga yang membutuhkan dan kandidat yang
membutuhkan dana masuk pertukaran. Demokrasi politik sulit dipisahkan dari distribusi ekonomi.

Universal social policy mengurangi ketergantungan, sementara persaingan usaha mengurangi oligarki.
Pajak dan layanan membentuk citizenship.

Serikat dan asosiasi memberi basis programatik. Mereka mengagregasi kepentingan dan bernegosiasi
terbuka, berbeda dari broker personal.

Pembangunan kelas menengah dapat memperkuat demand kebijakan, tetapi kelas menengah juga dapat
mendukung patronage. Institusi tetap menentukan.

Politik programatik membutuhkan social contract: warga membayar dan mematuhi, negara menyediakan
serta akuntabel.

Dua Puluh Indikator untuk Mengukur Pergeseran Politik

1. Proporsi pendapatan partai dari iuran anggota dibanding donor besar.
. Tingkat keterbukaan identitas donor dan beneficial ownership.
. Kepatuhan laporan kampanye dan temuan audit.

. Estimasi biaya kandidat menurut level dan wilayah.

2
3
4
5. Jumlah serta kualitas kaderisasi reguler.
6. Keterbukaan proses nominasi.

7. Konsistensi manifesto dengan voting record.

8. Diferensiasi program antarpartai.

9. Persentase pemilih yang memilih berdasarkan isu/program.

10. Prevalensi laporan politik uang dan tindak lanjut.

11. Ketergantungan kampanye pada broker.

12. Proporsi kabinet dan jabatan berdasarkan kompetensi terbuka.
13. Tingkat koalisi pemerintah dan kekuatan oposisi.

14. Kualitas pengawasan parlemen.

15. Konsentrasi kepemilikan media dan disclosure.

16. Keterbukaan iklan politik digital.

17. Politisasi bantuan dan fasilitas negara.

18. Persepsi warga mengenai jual beli suara dan jabatan.

19. Kepercayaan terhadap partai serta parlemen.

20. Outcome kebijakan universal dibanding distribusi diskresioner.
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Skenario Politik Indonesia 2035

Skenario 1: Transaksionalisme Terkonsolidasi

Partai semakin menjadi kendaraan elite, biaya meningkat, koalisi hampir menyeluruh, dan kebijakan dibagi
berdasarkan akses. Pemilu tetap kompetitif tetapi pilihan program sempit. Politik uang menjadi normal.
Stabilitas jangka pendek tinggi, inovasi dan kepercayaan rendah.

Skenario 2: Populisme Personalistik

Figur kuat memobilisasi identitas dan program populer melalui digital. Partai melemah. Transaksi
berpindah dari broker lokal ke hubungan langsung pemimpin-massa melalui bantuan dan komunikasi.
Akuntabilitas tergantung figur.

Skenario 3: Polarisasi Identitas

Kompetisi ideologis kembali dalam bentuk identitas tajam. Transaksi tetap hidup di belakang pembelahan.
Pemilih terpolarisasi secara emosional, tetapi kebijakan ekonomi tidak jauh berbeda. Risiko konflik
meningkat.

Skenario 4: Demokrasi Programatik Bertahap

Reformasi dana, kader, layanan, media, dan parlemen mulai bekerja. Politik uang belum hilang tetapi
menurun. Partai memiliki niche program. Koalisi dijelaskan. Pemilih menilai kinerja dan program lebih
banyak.

Skenario 5: Demokrasi Digital Transparan

Data donor, kontrak, voting, manifesto, dan iklan terintegrasi. Warga menggunakan platform untuk
memantau. Risiko surveilans dan manipulasi tetap ada, tetapi transparansi memperkuat programatik bila
governance baik.

Rekomendasi Prioritas

Pertama, publikasikan data pembiayaan politik dalam format terbuka, mudah dicari, dan terhubung dengan
donor serta kepemilikan perusahaan.

Kedua, tingkatkan bantuan negara kepada partai secara bertahap dan bersyarat pada audit, kaderisasi,
demokrasi internal, serta pendidikan politik.

Ketiga, tetapkan standar transparansi nominasi kandidat dan konflik kepentingan.

Keempat, evaluasi desain pemilu dengan fokus biaya, representasi, dan akuntabilitas melalui simulasi
independen.

Kelima, bangun arsip iklan politik digital dan kewajiban disclosure influencer.

Keenam, perkuat pengawasan politik uang berbasis jaringan, data keuangan, serta perlindungan pelapor.
Ketujuh, depolitisasi bansos melalui branding negara, formula, data, dan audit periode pemilu.
Kedelapan, perkuat merit birokrasi, open contracting, beneficial ownership, dan cooling-off.

Kesembilan, beri hak dan sumber daya institusional kepada oposisi serta minoritas parlemen.
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Kesepuluh, wajibkan laporan tahunan partai mengenai manifesto, voting record, dan hasil.
Kesebelas, kembangkan pendidikan kebijakan publik di sekolah, kampus, partai, dan media.
Keduabelas, dukung media independen, fact-checking, dan transparansi kepemilikan.
Ketigabelas, perkuat organisasi warga agar kepentingan diagregasi secara terbuka.
Keempatbelas, bangun dashboard demokrasi programatik dengan indikator nasional dan daerah.

Kelimabelas, jaga reformasi hukum dari penggunaan partisan melalui due process dan konsistensi.

Refleksi Akhir: Politik sebagai Pasar atau Ruang Publik

Politik selalu memiliki unsur pasar: aktor menawarkan program, pemilih memilih, kelompok bernegosiasi,
dan sumber daya dialokasikan. Namun politik tidak dapat direduksi menjadi pasar karena objeknya adalah
kekuasaan yang mengikat semua orang. Transaksi privat yang biasa dalam ekonomi dapat menjadi masalah
ketika mengubah keputusan publik tanpa persetujuan warga.

Ideologi memberi politik dimensi moral, tetapi dapat digunakan menutupi transaksi. Slogan nasionalisme,
agama, atau kerakyatan tidak menjamin program. Karena itu, kebangkitan ideologi harus diukur dari
konsistensi kebijakan dan organisasi, bukan intensitas simbol.

Pragmatisme adalah kebajikan ketika mengakui fakta dan kompromi. Ia menjadi oportunisme ketika posisi
berubah karena jabatan tanpa penjelasan. Pemilih dapat menerima perubahan jika alasan transparan. Politik
yang dewasa tidak menuntut kesucian, tetapi kejujuran.

Politik transaksi juga memiliki akar pada kegagalan janji program. Warga menerima manfaat konkret
karena tidak percaya pada kebijakan universal. Membangun kepercayaan membutuhkan layanan yang hadir
dan penegakan. Ketika negara dapat dipercaya, patron menjadi kurang penting.

Partai adalah kunci. Tidak ada demokrasi representatif tanpa partai, meski reputasinya rendah. Mengganti
partai dengan figur atau relawan tidak menyelesaikan agregasi kepentingan. Reformasi harus membuat
partai layak dihuni warga dan kader.

Pemilih bukan korban pasif. Mereka dapat menolak, mengawasi, dan menghukum. Namun tanggung jawab
tidak boleh dibebankan kepada pemilih saja. Elite dan institusi memiliki sumber daya lebih besar serta
kewajiban lebih tinggi.

Indonesia telah mempertahankan pemilu reguler dan kompetitif sejak Reformasi, suatu pencapaian penting.
Tahap berikutnya adalah memperdalam hubungan antara suara dan kebijakan. Demokrasi elektoral harus
menjadi demokrasi programatik.

Perubahan dari transaksi ke program tidak akan linear. Setiap reformasi dapat dimanipulasi. Pendanaan
publik dapat dikartelkan, daftar tertutup dapat dikuasai elite, digital dapat dimanipulasi. Karena itu,
reformasi membutuhkan checks berlapis dan evaluasi.

Harapan tetap ada karena ideologi, nilai, dan civic commitment belum hilang. Banyak kader, pejabat,
pengawas, jurnalis, akademisi, dan warga bekerja berdasarkan prinsip. Tugas institusi adalah membuat
integritas memperoleh insentif, perlindungan, dan peluang menang.
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Pada akhirnya, kualitas politik ditentukan oleh apakah kekuasaan diperlakukan sebagai milik bersama atau
komoditas. Politik programatik mengakui bahwa jabatan adalah amanah temporer, anggaran adalah uang
publik, dan suara adalah ekspresi kewargaan. Di situlah demokrasi memperoleh makna substantif.

Lampiran Kajian Komparatif dan Manajerial

1. Politik Programatik dalam Demokrasi Mapan dan Demokrasi Berkembang

Demokrasi mapan sering diasosiasikan dengan partai yang memiliki pembelahan ideologis jelas, organisasi
stabil, dan kebijakan konsisten. Namun kenyataannya, politik transaksi juga hadir dalam bentuk lobbying,
earmark, donor besar, revolving door, dan coalition bargaining. Perbedaannya bukan ketiadaan transaksi,
melainkan kekuatan aturan, disclosure, media, dan kemungkinan sanksi.

Demokrasi berkembang menghadapi tantangan tambahan: institusi baru, ketimpangan, informalitas,
kapasitas negara terbatas, serta personalisasi. Program sulit dipercaya bila implementasi lemah. Pemilih
menilai akses personal sebagai asuransi. Karena itu, klientelisme dapat rasional dalam lingkungan
ketidakpastian.

Modernisasi tidak otomatis menghapus patronase. Teknologi dan kekayaan dapat memperbarui bentuknya.
Digital patronage, targeted benefits, dan influence networks muncul. Pendekatan evolusioner lebih tepat
daripada asumsi linear.

Politik programatik tumbuh ketika partai dapat membuat komitmen kredibel. Kredibilitas memerlukan
kontrol organisasi atas kandidat, reputasi, kemampuan fiskal, dan monitoring. Negara yang lemah membuat
manifesto tidak dipercaya.

Indonesia dapat belajar tanpa menyalin. Sistem presidensial multipartai, desentralisasi, dan keragaman
memerlukan model sendiri. Tujuannya adalah kombinasi representasi lokal, partai programatik, dan koalisi
transparan.

2. Politik Transaksi dan Teori Principal-Agent

Dalam demokrasi, warga adalah principal dan pejabat agent. Namun hubungan terbalik karena pejabat
memiliki informasi, organisasi, dan sumber daya. Pemilih hanya memberi mandat periodik. Partai
seharusnya mengurangi asimetri dengan platform dan disiplin.

Politik transaksi menciptakan principal lain: donor, patron, broker, atau elite partai. Pejabat menghadapi
multiple principals dengan tuntutan berbeda. Warga dapat kalah karena hubungan mereka paling tersebar.

Monitoring mahal. Voting record, anggaran terbuka, media, audit, dan ombudsman menurunkan biaya.
Digital dapat membantu tetapi information overload tetap.

Adverse selection terjadi ketika sistem mahal menarik kandidat yang mencari return atau telah kaya. Moral
hazard terjadi setelah terpilih. Screening dan monitoring perlu digabung.

Insentif bukan satu-satunya. Norma profesional dan identitas publik dapat mengendalikan. Kaderisasi serta
etika membentuk intrinsic motivation.
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3. Collective Action Problem dalam Reformasi Politik

Semua partai mungkin setuju biaya terlalu tinggi, tetapi tidak ada yang mau mengurangi sepihak karena
takut kalah. Ini collective action problem. Aturan bersama dan penegakan diperlukan.

Pemilih mungkin menolak politik uang secara umum tetapi menerima secara individual karena manfaat
pasti dan dampak satu suara kecil. Community norm dan coordination membantu.

Pengusaha mungkin ingin kompetisi bersih tetapi merasa harus memberi dana agar tidak kehilangan akses.
Business collective action dan compliance pact dapat mengubah equilibrium.

Pejabat bersih dapat terisolasi dalam organisasi transaksional. Coalition of integrity dan perlindungan
diperlukan.

Reformasi berhasil bila mengubah payoff seluruh aktor. Moral appeal tanpa koordinasi lemah. Pilot lokal
dan credible enforcement dapat menciptakan tipping point.

4. Public Choice dan Risiko Pemerintah

Public choice mengingatkan bahwa politisi, birokrat, dan pemilih memiliki kepentingan. Negara tidak
selalu benevolent. Program dapat dirancang untuk suara, birokrasi mengejar anggaran, kelompok mencari
rente.

Namun teori ini tidak berarti semua aktor egois. la mendorong desain checks. Transparansi, kompetisi,
separation, dan rule mengurangi abuse.

Politik ideologi juga dapat menjadi alat rent seeking. Kebijakan proteksi dibungkus nasionalisme, subsidi
kelompok dibungkus keadilan. Analisis perlu mengikuti manfaat.

Pasar juga tidak bebas kekuasaan. Perusahaan besar dapat capture. Keseimbangan antara negara dan pasar
membutuhkan institusi.

Manajemen publik sebaiknya menggunakan behavioral assumptions realistis serta mission. Desain terlalu
sinis dapat merusak trust.

5. Politik Transaksi dan Kualitas Regulasi
Regulasi sering kompleks karena kompromi banyak kepentingan. Kompleksitas dapat sah, tetapi juga
menciptakan loophole untuk kelompok tertentu.

Regulatory capture dapat dideteksi melalui konsultasi tidak seimbang, revolving door, dan manfaat
terkonsentrasi. Impact assessment perlu distributional.

Sunset clause dan review mengurangi regulasi yang tetap setelah alasan hilang. Data implementasi harus
terbuka.

Independent regulator dapat mengurangi politics tetapi menghadapi accountability. Appointment dan
funding penting.

Partai programatik perlu memiliki regulatory philosophy dan expertise. Tanpa kapasitas, mereka
bergantung pada draft kelompok berkepentingan.

6. Hubungan Pusat-Daerah dan Transaksi Vertikal

Pemerintah daerah bergantung transfer, izin, dan dukungan pusat. Negosiasi anggaran dapat menjadi bagian
federalism, tetapi juga politik dukungan.
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Partai berbeda di pusat dan daerah menciptakan cross-level bargaining. Kepala daerah dapat berpindah
dukungan demi akses.

Formula transfer mengurangi discretion tetapi tidak menghapus kebutuhan proyek. Earmark dan DAK perlu
kriteria.

Association of local governments dapat mengagregasi kepentingan secara programatik. Tanpa itu, lobbying
personal dominan.

Desentralisasi fiskal harus seimbang dengan akuntabilitas lokal. Warga perlu tahu sumber dan tanggung

jawab.

7. Politik Transaksi dalam Legislasi

Legislasi memerlukan pertukaran dukungan antarfraksi. Logrolling dapat menghasilkan paket yang
mempertemukan kepentingan. Ini tidak selalu buruk.

Masalah muncul jika pasal berubah untuk donor atau pembahasan tertutup. Legislative footprint yang
mencatat masukan dapat membantu.

Fast-track legislation berguna saat krisis tetapi berisiko capture. Kriteria dan review penting.

Parliamentary research meningkatkan kapasitas legislator menilai draft. Tanpa itu, eksekutif dan lobby
dominan.

Voting record serta minutes memungkinkan pemilih menilai. Party discipline harus transparan.

8. Politik Anggaran dan Siklus Elektoral

Menjelang pemilu, pemerintah dapat meningkatkan belanja populer. Political budget cycle ditemukan di
banyak negara, tetapi tidak semua kenaikan adalah manipulasi. Program dapat dijadwalkan karena
kebutuhan.

Analisis perlu melihat deviasi formula, kualitas, targeting, dan komunikasi. Fiscal council independen dapat
memberi assessment.

Anggaran daerah rawan proyek terlihat yang cepat, sementara maintenance dan prevention diabaikan.
Ideologi pembangunan jangka panjang kalah oleh electoral return.

Medium-term expenditure framework membantu kontinuitas. Participatory budgeting memberi voice tetapi
dapat ditangkap kelompok terorganisasi.

Transparansi proyek, lokasi, dan kontraktor memungkinkan audit politik anggaran.
9. Peran Etika Kepemimpinan

Institusi penting, tetapi pemimpin memiliki discretion. Keputusan untuk menolak donor, mahar, atau
patronase membentuk norma.

Ethical leadership memerlukan example, communication, reward, dan sanction. Slogan tanpa konsistensi
menjadi sinis.

Pemimpin juga menghadapi trade-off nyata: membentuk koalisi untuk governability atau menjaga
kemurnian. Etika bukan menolak kompromi, tetapi menjelaskan batas.
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Integrity pact pribadi tidak cukup tanpa team. Pemimpin perlu memilih orang, proses, dan data yang
mendukung.

Legacy orientation dapat mendorong kebijakan jangka panjang, tetapi juga personal cult. Institusi harus
lebih kuat dari figur.

10. Politik Programatik dan Ketahanan Demokrasi

Demokrasi programatik lebih tahan karena konflik disalurkan melalui kebijakan. Kekalahan tidak
mengancam akses dasar dan identitas eksistensial.

Klientelisme dapat menjaga stabilitas melalui distribusi, tetapi rapuh saat sumber berkurang. Loyalitas
mabhal dan cair.

Partai programatik menyediakan opposition in waiting. Transisi kekuasaan lebih jelas. Koalisi memiliki
dasar.

Ketahanan juga membutuhkan acceptance of loss. Politik transaksi dapat mendorong semua aktor masuk
pemerintah sehingga kekalahan dihindari, tetapi akuntabilitas hilang.

Indonesia memerlukan norma loyal opposition: berbeda tetapi mengakui legitimasi. Ideologi tidak harus
berarti permusuhan.

Kerangka Diagnosis Politik Transaksional

Diagnosis dimulai dengan mengidentifikasi objek pertukaran. Apakah dukungan ditukar dengan program
yang diumumkan, atau manfaat privat? Apakah transaksi legal, transparan, dan berada dalam kewenangan?
Apakah manfaat berlaku universal atau kontingen pada loyalitas? Apakah pihak yang menanggung biaya
mengetahui?

Langkah kedua adalah memetakan aktor dan sumber daya: kandidat, partai, donor, broker, birokrasi,
perusahaan, media, organisasi sosial, serta pemilih. Hubungan formal dan informal berbeda. Network
mapping dapat mengungkap titik konsentrasi tanpa menyimpulkan kriminalitas.

Langkah ketiga adalah mengikuti waktu. Transaksi kampanye dapat dibayar setelah pemilu. Appointment,
tender, izin, dan regulasi perlu dilihat longitudinal. Satu kejadian tidak cukup; pola berulang lebih
informatif.

Langkah keempat adalah membandingkan counterfactual. Apakah kebijakan dapat dijelaskan oleh
kebutuhan publik? Apakah proses kompetitif? Apakah harga dan outcome wajar? Analisis menghindari
tuduhan hanya karena penerima memiliki hubungan.

Langkah kelima adalah menilai remedy. Tidak semua masalah membutuhkan pidana. Disclosure, recusal,
audit, procurement reform, party rule, dan electoral sanction dapat lebih tepat. Proporsionalitas serta due
process menjaga reformasi dari politisasi.

Checklist Dua Puluh Pertanyaan bagi Partai Politik

1. Apa nilai inti partai dan bagaimana diterjemahkan menjadi lima prioritas kebijakan?

2. Apakah manifesto mempunyai target, biaya, dan trade-off?
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. Bagaimana anggota berpartisipasi dalam keputusan?

. Bagaimana kandidat dipilih dan apa kriteria penolakan?
. Apakah sumber serta penggunaan dana terbuka?

. Apakah donor besar mempunyai akses khusus?

. Bagaimana konflik kepentingan dikelola?

. Berapa proporsi anggaran untuk kaderisasi dan kebijakan?
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. Apakah partai memiliki policy unit profesional?
10. Bagaimana kinerja wakil dievaluasi?

11. Apakah voting record dipublikasikan?

12. Bagaimana sanksi internal diterapkan?

13. Apakah perempuan, pemuda, dan minoritas memiliki jalur nyata?
14. Bagaimana koalisi diputuskan dan dijelaskan?
15. Apa batas kompromi programatik?

16. Bagaimana relawan dan broker diatur?

17. Bagaimana data pemilih dilindungi?

18. Apakah iklan berbayar dan influencer diungkap?
19. Bagaimana pengaduan publik ditangani?

20. Apakah laporan tahunan tersedia bagi publik?

Agenda Penelitian untuk Indonesia

Penelitian perlu mengukur biaya kampanye secara lebih akurat melalui survei kandidat anonim, data
transaksi, dan studi etnografi. Angka resmi penting tetapi aktivitas informal sulit tercatat. Perlindungan
responden dan independensi harus dijaga.

Studi longitudinal dapat mengikuti hubungan donor, kemenangan, jabatan, pengadaan, dan kebijakan.
Metode network dan causal inference membantu, tetapi tidak boleh menggantikan konteks hukum.

Survei pemilih perlu membedakan penerimaan uang, kontingensi, party ID, ideologi, dan evaluasi.
Pertanyaan sensitif membutuhkan list experiment atau teknik lain.

Perbandingan daerah dapat menjelaskan mengapa klientelisme lebih kuat di tempat tertentu: kemiskinan,
kompetisi, organisasi, fiskal, media, atau budaya. Variasi adalah laboratorium.

Riset partai perlu mengakses organisasi internal, faksi, kaderisasi, dan policy production. Banyak penelitian
fokus pemilu, padahal periode antarpemilu penting.

Digital politics membutuhkan arsip iklan, bot, influencer, dan data platform. Kolaborasi computer science
dan political science diperlukan.
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Evaluasi reformasi penting. Apakah subsidi partai meningkatkan kaderisasi? Apakah e-procurement
mengurangi koneksi? Apakah desa anti-politik uang efektif? Hasil negatif harus dipublikasikan.

Universitas perlu menjaga independensi dari partai dan donor. Disclosure pendanaan penelitian
memperkuat kredibilitas.

Coda Akademik: Dari Nostalgia Ideologi menuju Demokrasi Programatik

Nostalgia terhadap politik ideologi sering melihat masa lalu sebagai masa ketika partai memiliki prinsip
dan massa loyal. Namun masa itu juga memiliki konflik tajam, eksklusi, dan kelemahan pemerintahan.
Tujuan reformasi bukan mengulang sejarah, melainkan mengambil fungsi positif ideologi: orientasi,
konsistensi, dan pendidikan.

Politik modern memerlukan fleksibilitas menghadapi perubahan teknologi, ekonomi, iklim, dan global.
Ideologi yang kaku gagal. Programatik berarti nilai yang jelas dengan kebijakan berbasis bukti. Partai dapat
mengubah instrumen sambil menjelaskan.

Transaksi tidak mungkin dihapus seluruhnya karena politik adalah negosiasi sumber daya. Yang dapat
dilakukan adalah mengubah sifat transaksi: dari pribadi ke institusional, dari tersembunyi ke terbuka, dari
jangka pendek ke program, dan dari kontingen ke universal.

Misalnya, koalisi dapat menukar dukungan atas agenda yang diumumkan; anggaran dapat mengalokasikan
kepada wilayah dengan formula; donor dapat menyumbang dengan disclosure; legislator dapat
memperjuangkan konstituen dengan transparansi. Ini adalah transactional politics yang ditundukkan pada
rule.

Politik uang dan quid pro quo privat harus ditindak karena merusak kesetaraan. Tetapi kriminalisasi tanpa
reformasi dapat selektif. Integritas membutuhkan ekosistem.

Demokrasi programatik tidak hanya tugas elite. Pemilih perlu memberi reward pada konsistensi, media
perlu memberitakan kebijakan, akademisi menyediakan bukti, bisnis menolak rente, dan masyarakat
terorganisasi. Perubahan permintaan serta penawaran.

IBM-ASMI sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi melalui pendidikan etika, governance, public
policy, dan komunikasi. Dunia bisnis membutuhkan pemimpin yang memahami bahwa kedekatan politik
bukan strategi berkelanjutan.

Artikel ini mengusulkan optimisme institusional: perilaku dapat berubah ketika aturan, informasi, dan
organisasi berubah. Indonesia telah menunjukkan kemampuan reformasi besar. Pendalaman demokrasi
adalah tahap berikutnya.

Indikator keberhasilan bukan hilangnya semua skandal, tetapi menurunnya ketergantungan pada uang dan
patron, meningkatnya keterhubungan manifesto-kebijakan, serta hadirnya pilihan yang bermakna.

Ketika politik kembali menjadi ruang membahas tujuan bersama, transaksi tidak lagi menguasai arah.
Negosiasi tetap ada, tetapi warga dapat melihat, menilai, dan mengoreksi. Itulah politik yang berprinsip
sekaligus realistis.
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Lampiran Penutup: Etika, Reformasi, dan Tanggung Jawab Kewargaan

A. Etika Kompromi

Kompromi merupakan unsur inti demokrasi karena masyarakat terdiri atas kepentingan dan nilai yang
berbeda. Tanpa kompromi, politik berubah menjadi dominasi atau kebuntuan. Namun kompromi etis
mempunyai syarat: pihak yang terlibat memiliki mandat, objek yang dinegosiasikan berada dalam
kewenangan, proses dapat dijelaskan, dan hak dasar tidak diperdagangkan.

Perbedaan antara kompromi dan transaksi tersembunyi terletak pada orientasi. Kompromi mencari titik
temu untuk menghasilkan keputusan publik. Transaksi negatif mencari keuntungan privat dengan
menggunakan sumber publik. Dalam kompromi, warga dapat menilai alasan. Dalam transaksi tersembunyi,
warga hanya menanggung akibat.

Etika kompromi juga memerlukan batas. Hak konstitusional, integritas pemilu, independensi hukum, dan
kesetaraan warga bukan komoditas. Partai dapat bernegosiasi mengenai prioritas anggaran, tetapi tidak
boleh menukar impunitas. Mereka dapat membagi tanggung jawab kabinet, tetapi bukan menjadikan
jabatan sebagai pembayaran tanpa pertimbangan kompetensi.

Pemimpin yang berkompromi perlu mengkomunikasikan apa yang dipertahankan, apa yang dilepas, dan
mengapa. Keterbukaan mungkin mengundang kritik, tetapi memperkuat legitimasi. Politik yang
menyembunyikan kompromi mendorong kecurigaan.

Budaya politik yang matang tidak menyamakan perubahan posisi dengan pengkhianatan secara otomatis.
Ia menilai konsistensi nilai, bukti baru, dan mandat. Namun perubahan demi jabatan tanpa alasan tetap
layak dikritik.

B. Etika Pemilih

Pemilih memiliki hak rahasia dan kebebasan. Menerima manfaat tidak menghapus hak tersebut, tetapi
politik uang berusaha mengubah hubungan kewargaan menjadi pertukaran. Etika pemilih mendorong
keputusan berdasarkan kepentingan jangka panjang, program, integritas, dan kemampuan.

Namun etika tidak boleh menjadi ceramah dari kelompok mampu kepada kelompok miskin. Orang yang
menghadapi kebutuhan memiliki alasan material. Negara dan partai harus menciptakan kondisi agar pilihan
bebas tidak dibebani ketergantungan.

Pemilih juga bertanggung jawab mencari informasi dan mengawasi. Tanggung jawab ini memiliki batas
karena waktu dan informasi mahal. Institusi harus menyederhanakan, media membantu, dan partai
menjelaskan.

Partisanship dapat memberi identitas dan partisipasi, tetapi blind loyalty mengurangi accountability.
Pemilih yang loyal tetap perlu mengkritik partainya. Demokrasi membutuhkan partisan yang reflektif.

Menolak politik uang dapat dilakukan secara kolektif. Komunitas yang membuat norma dan melapor

mengurangi risiko individu. Perlindungan serta reward sosial penting.

C. Etika Partai

Partai memegang peran konstitusional yang tidak dapat digantikan. Karena itu, standar etiknya harus lebih
tinggi daripada organisasi privat. Keputusan nominasi, dana, disiplin, dan koalisi memengaruhi negara.
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Partai perlu memandang kader sebagai investasi, bukan alat. Kandidat yang hanya membawa dana mungkin
memenangkan kursi tetapi melemahkan organisasi. Seleksi harus menilai integritas, kompetensi, komitmen,
dan electability secara seimbang.

Dana partai harus dipisahkan dari dana pribadi elite. Akuntansi, audit, procurement internal, dan asset
register diperlukan. Partai yang menuntut negara transparan harus memberi teladan.

Etika koalisi menuntut program dan evaluasi. Jabatan dapat dibagi karena pemerintahan memerlukan
representasi, tetapi pemegangnya harus kompeten dan accountable.

Partai harus memiliki mekanisme pengaduan aman, termasuk kekerasan, pelecehan, korupsi, dan mahar.
Perlindungan internal tidak boleh menjadi impunitas.

D. Etika Bisnis dan Politik

Perusahaan berhak menyampaikan kepentingan dalam kebijakan. Mereka memiliki pengetahuan dan
terdampak regulasi. Lobbying yang transparan merupakan bagian demokrasi. Masalah muncul ketika dana
membeli akses eksklusif, regulasi, atau pengabaian hukum.

Board harus mengawasi political contribution dan lobbying. Kebijakan perlu menentukan tujuan, batas,
proses, serta disclosure. Kontribusi melalui asosiasi juga perlu dipahami.

Perusahaan yang bergantung pada political connection menghadapi risiko perubahan rezim, reputasi, dan
inefisiensi. Strategi berkelanjutan bertumpu pada produktivitas, inovasi, dan kepatuhan.

Collective action bisnis dapat mendukung integritas: pact anti-suap, open contracting, dan fair competition.
Jika semua perusahaan setuju aturan, first mover disadvantage berkurang.

Whistleblower bisnis yang menolak transaksi perlu perlindungan. Pemerintah juga harus mencegah
retaliation melalui izin atau pajak.

E. Etika Media dan Komunikasi
Media memiliki kekuasaan menetapkan agenda. Kepemilikan, iklan, dan afiliasi politik dapat

memengaruhi. Disclosure membantu pembaca menilai, tetapi editorial independence juga perlu.

Jurnalisme politik sebaiknya tidak hanya horse race dan survei. Liputan manifesto, anggaran, donor, rekam
jejak, dan voting memberi informasi programatik.

Paid news dan native advertising harus diberi label. Influencer politik juga wajib mengungkap sponsor.
Tanpa itu, komunikasi menjadi transaksi tersembunyi.

Media sosial mempercepat koreksi tetapi juga fitnah. Fact-check harus transparan dan tidak partisan.
Platform perlu memberi data pada peneliti dengan privasi.

Kebebasan pers adalah syarat pengawasan. Namun kebebasan disertai standar verifikasi, hak jawab, dan
perlindungan sumber.

F. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah ruang untuk menguji klaim dan membangun literasi. Ia dapat menyelenggarakan
debat program, fact-check, survei, serta observasi pemilu. Netralitas institusi bukan berarti dosen tidak
boleh berpendapat, tetapi proses akademik harus terbuka.
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Penelitian dana politik, klientelisme, dan oligarki menghadapi akses serta risiko. Etika penelitian, keamanan
data, dan perlindungan informan penting.

Kampus harus menghindari menjadi alat legitimasi kandidat. Kerja sama perlu disclosure dan kesetaraan.
Narasumber beragam.

Mahasiswa perlu belajar membedakan advokasi berbasis bukti, partisanship, dan propaganda. Keterlibatan
politik adalah hak, tetapi integritas akademik harus dijaga.

IBM-ASMI dapat menghubungkan manajemen, komunikasi, teknologi, dan etika untuk memahami politik
modern. Pendekatan multidisipliner sangat relevan.

G. Seratus Hari Reformasi yang Realistis

Dalam seratus hari, pemerintah dan penyelenggara dapat membuka data kampanye dalam format yang lebih
mudah dipakai, menyusun protokol konflik kepentingan, dan memperkuat arsip iklan digital.

Partai dapat menerbitkan kriteria kandidat, daftar pengurus serta policy, jadwal kaderisasi, dan laporan
dana. Langkah sederhana membangun kepercayaan.

Parlemen dapat memperbaiki publikasi voting, agenda, dan naskah. Komite dapat membuka konsultasi
dengan catatan peserta.

Pemerintah daerah dapat memisahkan branding program dari figur dan membuka dashboard bansos serta
proyek. Ini mengurangi persepsi patronase.

Kampus dan media dapat membuat platform manifesto serta rekam janji. Masyarakat sipil membangun
kanal laporan aman. Seratus hari tidak menyelesaikan struktur, tetapi menciptakan arah dan data.

Pernyataan Penutup

Perubahan dari politik ideologi menuju politik transaksi bukan cerita tentang hilangnya seluruh nilai. la
adalah cerita tentang berubahnya organisasi, insentif, sumber daya, dan cara warga berhubungan dengan
kekuasaan. Nilai tetap hadir, tetapi sering kalah oleh biaya dan kepentingan.

Politik transaksi menjadi dominan ketika mandat dipandang investasi yang harus dikembalikan. Siklus ini
merusak kebijakan, pelayanan, dan kepercayaan. Memutusnya membutuhkan reformasi dari hulu
pembiayaan sampai hilir pengadaan serta regulasi.

Revitalisasi ideologi tidak berarti meningkatkan polarisasi. Yang dibutuhkan adalah nilai yang
diterjemahkan menjadi pilihan kebijakan yang konkret, realistis, dan dapat dievaluasi. Ideologi harus
menjadi kompas, bukan senjata identitas.

Pragmatisme tetap diperlukan. Indonesia yang majemuk tidak dapat diperintah satu kelompok tanpa
kompromi. Tetapi kompromi harus berlangsung dalam cahaya publik dan tidak menukar prinsip dasar.

Demokrasi programatik dibangun sedikit demi sedikit melalui data terbuka, partai yang sehat, pemilih
kritis, media independen, bisnis berintegritas, birokrasi merit, dan hukum yang adil. Tidak ada satu
reformasi ajaib.

Keberhasilan akhirnya terlihat ketika warga dapat menjawab dengan jelas: partai ini memperjuangkan apa,
sumber dananya dari mana, bagaimana wakilnya memilih, dan apa hasilnya. Ketika jawaban tersedia,
politik menjadi lebih dari transaksi.

Halaman 53



Dari Politik Ideologi menuju Politik Transaksi
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Politik yang bermartabat memperlakukan suara bukan sebagai barang, jabatan bukan sebagai hadiah,
anggaran bukan sebagai milik penguasa, dan kebijakan bukan sebagai pembayaran utang. la
memperlakukan semuanya sebagai amanah publik.

Dengan orientasi tersebut, Indonesia dapat bergerak dari demokrasi yang terutama prosedural menuju
demokrasi yang programatik, deliberatif, dan substantif. Prosesnya panjang, tetapi arahnya dapat dimulai
sekarang.

Epilog: Membangun Kembali Hubungan antara Warga, Partai, dan Negara

Hubungan antara warga, partai, dan negara merupakan inti demokrasi representatif. Warga tidak dapat
mengawasi seluruh kebijakan secara langsung; mereka memerlukan organisasi yang mengagregasi
kepentingan, memilih pemimpin, dan menyusun program. Ketika partai melemah sebagai organisasi, ruang
tersebut diisi figur, donor, broker, media, dan birokrasi. Politik menjadi lebih cair tetapi juga lebih rentan
transaksi.

Membangun kembali hubungan tersebut memerlukan kehadiran partai di antara pemilu. Kantor partai tidak
hanya dibuka saat kampanye, tetapi menjadi tempat konsultasi, pendidikan, pengaduan, dan diskusi
kebijakan. Kehadiran rutin menciptakan kepercayaan serta informasi yang tidak perlu dibeli setiap lima
tahun.

Anggota perlu memiliki makna. Keanggotaan yang hanya administratif tidak menciptakan organisasi.
Partai dapat menyediakan hak memilih pengurus tertentu, ikut menyusun manifesto, memperoleh pelatihan,
dan menilai wakil. [uran kecil dari banyak anggota lebih sehat daripada ketergantungan pada sedikit donor,
meskipun memerlukan sistem serta kepercayaan.

Hubungan wakil dengan konstituen juga perlu berubah. Reses tidak boleh menjadi distribusi bantuan
personal semata, melainkan forum mendengar, menjelaskan, dan melaporkan. Aspirasi dicatat,
diprioritaskan, dan dihubungkan dengan kewenangan. Laporan tindak lanjut dapat dipublikasikan. Dengan
demikian, pelayanan konstituen menjadi programatik.

Negara perlu hadir melalui hak, bukan belas kasih patron. Warga yang memperoleh layanan berdasarkan
data dan aturan tidak perlu merasa berutang kepada individu. Universalitas tidak berarti semua menerima
jumlah sama, melainkan kriteria dapat diprediksi dan banding tersedia. Depatronisasi layanan merupakan
reformasi politik sekaligus sosial.

Kepercayaan tidak dapat diperintah. la tumbuh dari pengalaman berulang bahwa janji ditepati, pelanggaran
ditindak, dan proses adil. Satu skandal dapat merusak, tetapi transparansi dan koreksi dapat memulihkan.
Institusi yang mengakui kesalahan lebih dipercaya daripada yang selalu mengklaim sempurna.

Politik programatik juga memerlukan kesabaran pemilih. Program struktural sering membutuhkan waktu
dan memiliki biaya awal. Partai perlu menjelaskan timeline dan indikator. Pemilih perlu membedakan
kegagalan implementasi dari hasil yang memang bertahap. Komunikasi jujur lebih sehat daripada janji
instan.

Peran oposisi harus dipahami positif. Oposisi bukan musuh negara, melainkan alternatif dan pengawas.
Pemerintah yang kuat tidak takut kritik. Partai yang memilih oposisi perlu sumber daya dan akses informasi
agar tidak hanya retorik. Loyal opposition menjaga stabilitas sekaligus kontrol.

Halaman 54



Dari Politik Ideologi menuju Politik Transaksi
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Di tingkat lokal, forum warga, musrenbang, dan konsultasi dapat menjadi arena programatik bila informasi
anggaran tersedia dan peserta beragam. Tanpa itu, forum dapat ditangkap elite. Fasilitasi, data, dan feedback
loop penting. Partisipasi yang tidak menghasilkan tindak lanjut menambah sinisme.

Teknologi dapat memperkuat hubungan melalui platform anggota, e-petition, open data, dan live voting
record. Namun teknologi tidak menggantikan organisasi dan deliberasi. Platform dapat dikuasai bot, data
disalahgunakan, dan partisipasi dangkal. Governance digital harus menjadi bagian reformasi.

Demokrasi Indonesia memiliki energi sosial yang besar: organisasi keagamaan, komunitas, kampus, media,
profesi, dan jaringan lokal. Energi ini dapat menjadi basis politik programatik bila kepentingan
diartikulasikan secara terbuka. Bila hanya dijadikan kantong suara, ia memperkuat transaksi.

Masa depan politik Indonesia tidak harus memilih antara ideologi keras dan pragmatisme tanpa prinsip.
Alternatifnya adalah ideologi demokratis: nilai yang terbuka, program yang berbukti, dan kompromi yang
transparan. Model ini sesuai masyarakat majemuk serta tantangan modern.

Perubahan dapat dimulai dari generasi kader baru yang melihat jabatan sebagai pelayanan, bisnis yang
menolak rente, media yang memperdalam isu, dan warga yang menilai program. Institusi kemudian
memberi perlindungan dan insentif. Norma tumbuh dari praktik yang diulang.

Artikel ini menegaskan bahwa politik transaksi bukan takdir budaya. Ia merupakan hasil struktur dan
pilihan yang dapat diubah. Sejarah Reformasi menunjukkan institusi dapat dibangun. Tantangan sekarang
adalah memperdalam kualitas, bukan meremehkan pencapaian.

Ketika warga kembali melihat partai sebagai saluran gagasan, ketika kandidat tidak harus membeli suara,
ketika donor tidak membeli kebijakan, dan ketika pemerintah memberikan layanan sebagai hak, hubungan
demokratis dipulihkan. Politik menjadi ruang untuk merundingkan masa depan, bukan pasar untuk
membagi kekuasaan.

Di sanalah makna perubahan dari politik transaksi menuju politik programatik: bukan menghapus
kepentingan, tetapi menatanya; bukan menghapus kompromi, tetapi membukanya; bukan menghapus
persaingan, tetapi memberi substansi. Demokrasi menjadi sarana mencapai kebaikan bersama melalui
perbedaan yang dikelola secara beradab.

Tambahan: Dua Belas Tesis Utama Artikel

Tesis pertama: Ideologi tidak hilang, tetapi mengalami pelemahan institusional. Nilai agama,
nasionalisme, keadilan sosial, pasar, negara, lingkungan, dan kebebasan tetap hidup dalam masyarakat.
Persoalannya adalah partai sering gagal menerjemahkan perbedaan tersebut menjadi platform yang
konsisten, terukur, dan mengikat tindakan setelah pemilu.

Tesis kedua: Politik transaksi bukan hanya politik uang. Ia mencakup hubungan timbal balik antara
dukungan, jabatan, proyek, akses, regulasi, perlindungan, dan sumber daya. Fokus hanya pada amplop
dapat mengabaikan transaksi elite yang nilainya jauh lebih besar dan dampaknya lebih panjang.

Tesis ketiga: Tidak semua transaksi politik buruk. Negosiasi koalisi, pembagian tanggung jawab, dan
logrolling legislasi merupakan bagian demokrasi. Ukuran normatifnya adalah keterbukaan, legalitas,
mandat, proporsionalitas, dan orientasi kepentingan publik.
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Tesis keempat: Biaya politik tinggi merupakan mekanisme struktural yang menghubungkan pemilu
dengan rente. Ketika kandidat harus membiayai organisasi personal dan kompetisi intrapartai,
ketergantungan pada donor serta modal pribadi meningkat. Reformasi pembiayaan tidak dapat dipisahkan
dari desain pemilu dan partai.

Tesis kelima: Klientelisme bertahan karena program negara tidak selalu kredibel dan layanan tidak
universal. Pemilih memilih akses personal sebagai cara mengelola risiko. Depatronisasi memerlukan
jaminan hak sosial serta partai yang hadir terus-menerus.

Tesis keenam: Koalisi besar dapat menghasilkan stabilitas tetapi menciptakan risiko kartelisasi. Demokrasi
membutuhkan kapasitas pemerintahan sekaligus oposisi. Keduanya harus dibangun melalui hak
institusional, transparansi, dan insentif reputasi.

Tesis ketujuh: Oligarki bekerja melalui ketimpangan sumber daya, bukan pengendalian absolut. Pemilu
tetap kompetitif, tetapi kekayaan memberikan keunggulan dalam pencalonan, media, organisasi, dan
kebijakan. Demokratisasi ekonomi mendukung demokratisasi politik.

Tesis kedelapan: Politik identitas dapat menjadi ekspresi ideologi atau alat transaksi. Penilaian harus
melihat apakah identitas diterjemahkan menjadi kebijakan yang menghormati hak, atau hanya diaktifkan
untuk mobilisasi emosional lalu ditinggalkan.

Tesis kesembilan: Digitalisasi tidak otomatis mendemokratisasi. la menurunkan biaya komunikasi tetapi
memperkuat attention economy, microtargeting, influencer berbayar, dan manipulasi. Transparansi
platform serta literasi diperlukan.

Tesis kesepuluh: Penegakan hukum penting tetapi tidak cukup. Politik transaksi merupakan equilibrium
banyak aktor. Reformasi harus mengubah insentif melalui pendanaan, organisasi, layanan, data, kompetisi,
dan norma.

Tesis kesebelas: Partai politik tetap merupakan institusi utama. Anti-party sentiment dapat memperkuat
personalisme. Solusi adalah membangun partai yang demokratis, programatik, transparan, dan memiliki
anggota, bukan menghapus perannya.

Tesis keduabelas: Tujuan realistis bukan politik yang steril dari kepentingan dan kompromi, tetapi politik
programatik yang menata kepentingan dalam proses terbuka. Demokrasi bermutu memungkinkan warga
mengetahui siapa memperjuangkan apa, dengan dana siapa, melalui keputusan apa, dan dengan hasil apa.

Penegasan Akhir

Politik ideologi yang sehat tidak mengharuskan semua partai berada pada kutub ekstrem. la membutuhkan
diferensiasi yang bermakna dan komitmen pada tujuan. Politik transaksi yang sehat terbatas pada negosiasi
terbuka mengenai cara mencapai tujuan, bukan pertukaran rahasia atas hak publik.

Indonesia mempunyai modal konstitusional, masyarakat sipil, media, akademisi, penyelenggara, dan
pengalaman pemilu yang dapat digunakan untuk memperdalam demokrasi. Tantangan terbesar adalah
menghubungkan reformasi teknis dengan perubahan organisasi partai dan ekonomi politik.

Dengan demikian, perjalanan menuju politik programatik merupakan proyek jangka panjang. Setiap
perbaikan kecil—laporan dana yang terbuka, kader yang dipilih secara adil, debat yang substantif, kontrak
publik yang transparan, dan pemilih yang menolak transaksi—menambah kapasitas demokrasi.
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Politik akan selalu mencerminkan manusia dengan kepentingan, ambisi, nilai, dan kelemahan. Institusi
tidak membuat manusia sempurna, tetapi dapat membuat perilaku buruk lebih mahal dan perilaku baik lebih
mungkin. Inilah alasan reformasi tetap perlu diperjuangkan.
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